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Salahsatufaktor yangmenjadisumberpertumbuhan ekonomiyangberkelanjutanadalah

penanaman modal (investasi). Kegiatan investasi merupakan salah satu faktor utama
sebagai pendorong tumbuh dan berkembangnya berbagai sektor ekonomi misalnya
pariwisata, perdagangan, ekspor, impor, perbankan, transportasi dan asuransi. Dengan
tumbuh dan berkembangnya kegiatan investasi pada suatu daerah diharapkan dapat
menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran, meningkatkan
pendapatan, dan pada akhirnya akan terjadi peningkatan daya beli masyarakat. Dampak
positif lainnyadenganadanyainvestasiakanmendorong terjadinyakegiatanlain di sekitar
proyek tersebut, sehingga pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi akan naik
AOAO AAT CAT EAOA 1 AET OEACcCEAUdié eflEdsWANOOAOE 6
sekaligus diharapkan dapat meningkatkan penerimaan PAD.

Kegiatan penanaman modal bisa dilakukan oleh pemerintah, swasta dalam negeri dan
swasta asing. Pada beberapa Pemerintah Daerah dampak penanaman modal yang
dilakukan oleh pemerintah tidak terlalsigifikan dalam memacu percepatan pertumbuhan
ekonomi yang tinggi di daerah. Hal ini disebabkan karena penanaman modal pemerintah
daerah biasanya selalu dihadapkan kepada permasalahan keterbatasan anggaran dan
tidak jarang pula dihadapkan pada dampak inflasi yang tinggi terhadap perekonomian
serta memiliki dampak terhadap investasi swastarpwding out eflec). Berdasarkan hal

ini, maka untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan,
diperlukan peran swasta nasional dan swasta asing untuk menanamkan modalnya di
Indonesia, khususnya di daerah Kabupaten Sumedang.

Pemerintah sebelumnya telah menertibkan Undaddgndang Nomor 32 Tahun 2004 dan
telah diperbaharui dengan Undang/ndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah, dinyatakan bahwa Penanaman Modal adalah merupakan salah satu urusan
pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus
diselenggarakan oleh daerah. Selanjutnya, sebagai salah satu urusan wajib yang
memberikan pelayanan kepada masyarakatpublic services pemerintah telah
mengesahkanJndangUndangNomor 25Tahun2007tentang PenanamarModal sebagai
salah satu bentuk kepastian hukum kepada para penanam modal baik dalam negeri,
maupun asing yang akan berinvestasi di Indonesia. Kebijakan tersebut pada dasarnya

bertujuanuntuk lebih mendorong pemerintahdaerahuntuk mengembangkandaerahnya
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secara maksimal dan efisien, sehingga mampu memberdayakan potensi yang ada di
daerah masingmasing guna mencapai kemandirian perekonomian yang akhirnya dapat
meningkatkan kemakmuran masyarakat. Selain itu, telah terbit juga Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi
di Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan
Kemudahan Investasi sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kegiatan penanaman
modal adalahdenganmemberikankemudahankepadainvestor yangdiantaranyaberupa
informasi potensi investasi yang ada di Wilayah Kabupaten Sumedang. Pada tahun 2022,
jumlah penduduk Kecamatan Buahdua sebanyak 31.930 orang. Berdasarkan Peraturan
DaerahNomor 4 Tahun2018tentang Rencanarl ataRuangWilayahKabupatenSumedang
20182038, di Wilayah Kecamatan Buahdua terdapat Kawasan Peruntukan Industri seluas
kurang lebih 1.152 Ha.

Dalam rangka mendukung pengembangan investasi perlu dilakukan penyusunan peta
potensi investasi di Kecamatan Buahdua. Dengan adanya dokumen peta potensi ini
diharapkan memberikan gambaran dan informasi yang diperlukan oleh investor untuk
berinvestasi di Kecamatan Buahdua sehingga bisa memberikan dampak positif untuk

perekonomian di sekitarnya.

Penyusunan Peta Potensi Investasi Kecamatan Buahdua disusun berlandaskan yuridis
formal meliputi berbagai kebijakan dan perundangndangan. Beberapa kebijakan yang
digunakan tersebut antara lain:

1. UndangUndangNomor 32Tahun2004tentang PemerintahanDaerah;

2. UndangUndangNomor 25Tahun2007tentang PenanamarModal;

3. UndangUndangNomor 26 Tahun2007tentang PenataanRuang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional,

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan

Kemudahan Investasi di Daerah;
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7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun
20052025;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang 2@038;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana
PembangunanlangkaMenengahDaerahKabupatenSumedangTahun20182023
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021
tentang PerubahanAtas PeraturanDaerahNomor 5 Tahun2019tentang Rencana
PembangunanlangkaMenengahDaerahKabupatenSumedanglahun20182023.

10. PeraturanDaerahKabupatenSumedangNomor 4 Tahun2023tentang Pemberian
Insentif dan Kemudahan Investasi.

11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Umum
Penanaman Modal Kabupaten Sumedang; dan

12. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana

Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 20226.

1.3.1 Maksud
Maksuddari pekerjaanini adalah:

a. Melakukan analisis/ reviu/ kajian terhadap kebijakan rencana pembangunan
makro dan sektoral tingkat nasional/ provinsi/ kabupaten (RPJP/D, Perpres,
RPJM/D, RTRW, RUPM/D, Renstra OPD) terkait Kecamatan Buahdua Kabupaten
Sumedang;

b. Mengumpulkan dan mengkompilasi data kondisi geografis, sosial, demografi,
ekonomi, prasarana dan infrastruktur/ utilitas di Kecamatan Buahdua;

c. Mengumpulkan data potensi investasi (berbagai sektor) dan menyusun peta
potensi investasi di Kecamatan Buahdua;

d. Mengidentifikasi permasalahan pengembangan potensi investasi di Kecamatan
Buahdua; dan

e. Merumuskan rekomendasi pengembangan potensi investasi di Kecamatan

Buahdua.
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1.3.2 Tujuan
Tujuanyanghendakdicapaidari pekerjaanini adalah:

a. Tersedianyahasilanalisisireviu/ kajianterhadap kebijakanrencanapembangunan
makro dan sektoral tingkat nasional/ provinsi/ kabupaten (RPJP/D, Perpred,
RPJM/D, RTRW, RUPM/D, Renstra OPD) terkait Kecamatan Buahdua Kabupaten
Sumedang;

b. Tersedianya data pendukung potesi investasi (data kondisi geografis, sosial,
demografi, prasarana dan infrastruktur/ utilitas) di Kecamatan Buahdua;

c. Tersedianyalatadanpeta potensiinvestasidi KecamatanBuahdua;

d. Teridentifikasinya permasalahan pengembangan potensi investasi di Kecamatan
Buahdua;

e. Tersedianya rekomendasi pengembangan potensi investasi di Kecamatan

Buahdua.

1.4.1 RuangLingkup Kegiatan
Untuk menyelesaikan kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kecamatan Buahdua
ini, diperlukan serangkaian pekerjaan yang mencakup kegiatan sebagai berikut:
1. Pengumpulandatasekunder:
a. Kebijakan perencanaan pembangunan makro dan sektoral tingkat
nasional/provinsi/ kabupaten (RPJP/D, Perpres, RPIJM/D, RTRW, RUPM/D,
Renstra OPD) terkait Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang;
b. Kebijakanketataruangan(RTRW}erkait KecamatanBuahdua;
c. Data makro ekonomi (PDRB) terkait Kecamatan Buahdua (jika ada) atau
Kabupaten Sumedang;
d. Data pendukung potensi investasi (data kondisi geografis, sosial, demografi,
prasarana dan infrastruktur/ utilitas) di Kecamatan Buahdua;
2. Melakukansurveylapangan:
a. Mengidentifikasipotensiinvestasisektoraldi KecamatanBuahdua;
b. Cekkondisiinfrastruktur jalan, layanantelekomunikasi danenergi/ listrik di
wilayah dengan potensi investasi yang signifikan.

3. Melakukan analisis/ reviu/ kajian terhadap kebijakan rencana pembangunan
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makro dan sektoral tingkat nasional/ provinsi/ kabupaten (RPJP/D Perpres,
RPJM/D, RTRW, RUPM/D, Renstra OPD) terkait Kecamatan Buahdua;

4. Melakukan analisis/ reviu/ kajian terhadap kebijakan ketataruangan (RTRW)
terkait Kecamatan Buahdua;

5. Melakukan analisis/ reviu/ kajian terhadap kebijakan rencana umum penanaman
modal (RUPM) terkait Kecamatan Buahdua;

6. Melakukan analisis/ reviu ketersediaan prasarana/ infrastruktur/ utilitas (jalan,
telekomunikasi,energi/listrik, air baku) dalammendukunginvestasidi Kecamatan
Buahdua;

7. Melakukananalisis/reviu ketersediaansaranalfasilitas kesehatandan pendidikan
dalam mendukung investasi di Kecamatan Buahdua;

8. Melakukan analisis/ reviu ketersediaan tenaga kerja dalam mendukung investasi
di Kecamatan Buahdua;

9. Melakukan analisis/ reviu kondisi keamanan dan kenyamanan dalam berinvestasi
di Wilayah Kecamatan Buahdua;

10. Melakukanidentifikasipotensiinvestasisektoral di KecamatanBuahdua;

11. Melakukanpemetaanpotensiinvestasisektoraldi KecamatanBuahdua;

12. Mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan pengembangan potensi
investasi di Kecamatan Buahdua;

13. Menyusunrekomendasipengembanganpotensi investasidi KecamatanBuahdua.

1.4.2 RuangLingkup Wilayah

Ruang Lingkup Wilayah pada kajian ini adalah pemetaan potensi investasi yang terdapat
di Kecamatan Buahdua. Desa/ Kelurahan yang masuk ke dalam Kecamatan Buahdua
diantaranyayaitu Desa/KelurahanSekarwangiCilangkap Cibitung,Cikurubuk ,Bojongloa,
Nagrak, Panyindangan, Buahdua, Gendereh, Citaleus, Mekarmukti, Hariang,

Karangbungur dan Ciawitali.

Dalampelaksanaarpekerjaanini Pelaksandekerjaarharusmenyerahkanhasilpekerjaan

kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam bentuk buku laporan (laporan
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pendahuluan, laporan antara, dan laporan akhir) dan ringkasan eksekutif/ excecutive
summary Isi laporanlaporan dan ringkasan eksekutif adalah sebagai berikut:
1) Laporan pendahuluanPenyusunanPeta Potensi Investasi KecamatanBuahdua
berisi:

a. Pendahuluan;

b. Gambaran umum wilayah Kecamatan Buahdua (orientasi wilayah, geografis,
klimatologis, pemerintahan, demografis, aksesibilitas);

c. Metodologi/ pendekatanpelaksanaarpekerjaan;dan

d. Rencanakerjaberikutnya.

2) LaporanantaraPenyusunarPetaPotensilnvestasiKecamatanBuahduaberisi:

a. Hasil analisis/ reviu/ kajian terhadap kebijakan rencana pembangunan makro
tingkat nasional/ provinsi/ kabupaten (RPJP/D, Perpres, RPIJM/D, RTRW,
RUPM/D, Renstra OPD) terkait Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang;

b. Hasil analisis/ reviu/ kajian terhadap kebijakan ketataruangan (RTRW) terkait
Kecamatan Buahdua;

c. Hasil analisis/ reviu/ kajian terhadap kebijakan rencana umum penanaman
modal (RUPM) terkait Kecamatan Buahdua;

d. Hasil analisis/ reviu ketersediaan prasarana/ infrastruktur/ utilitas (jalan,
telekomunikasi, energi/listrik, air baku) dalam mendukung investasi di
Kecamatan Buahdua;

e. Hasil analisis/ reviu ketersediaan sarana/ fasilitas kesehatan dan pendidikan
dalam mendukung investasi di Kecamatan Buahdua;

f. Hasil analisis/ reviu ketersediaan tenaga kerja dalam mendukung investasi di
Kecamatan Buahdua;

g. Hasil analisis/ reviu kondisi keamanan dan kenyamanan dalam berinvestasi di
Wilayah Kecamatan Buahdua;

h. Hasilidentifikasipotensiinvestasisektoraldi KecamatanBuahdua;

i. Petapotensiinvestasisektoral di KecamatanBuahdua.

3) Laporanakhir PenyusunarPetaPotensilnvestasiKecamatanBuahduaberisi:

a. Hasil identifikasi dan analisis permasalahan pengembangan potensi investasi

di Kecamatan Buahdua;

b. Rekomendaspengembanganpotensiinvestasidi KecamatanBuahdua;
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c. Kesimpulan.

Sistematika dalam Laporan Antara Penyusunan Peta Potensi Investasi Kecamatan
Buahdua adalah sebagai berikut:

BAB IPENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, ruang
lingkup pekerjaan, sistem pelaporan pekerjaan dan sistematika pelaporan Penyusunan
Peta Potensi Investasi Kecamatan Buahdua.
BAB2TINJAUANLITERATURANKEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang literatur studi dan kebijakdeebijakan mengenai
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kecamatan Buahdua.

BAB3 GAMBARANJMUM WILAYAH

Bab ini menguraikan tentang gambaran awal wilayah Kecamatan Buahdua sebagai
wilayah yang dilakukan untuk pemetaan potensi investasi.

BAB4 PETAPOTENSINVESTASI

Bab ini membahagentang hasil fakta dan analisis mengenai penyusunan peta potensi
investasi Kecamatan Buahdua berdasarkan potensi fisik, potensi ketersediaan
infrastruktur dan fasilitas (pendidikan dan kesehatan), potensi ekonomi, potensi
ketersediaantenaga kerja, potensi keamanandan kenyamanandalam berinvestasi
berdasarkan dukungan kebijakan, dan pemetaan potensi investasi Kecamatan Buahdua.
BAB 5 PERMASALAHAN PENGEMBANGAN POTENSI INVESTASI

Bab ini membahas tentang hasil fakta dan analisis mengenai permasalahan dan
pengembangan potensi investasi Kecamatan Buahdua.

BAB6 KESIMPULANDANREKOMENDASI

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan rekomendasi pengembangan potensi

investasi di Kecamatan Buahdua.
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Tinjauan kebijakan berisi mengenai kebijakéiebijakan terkait dengan pengembangan
investasi. Kebijakan dari hierarki yang lebih tinggi, yaitu peraturan perundamglangan
sampai Peraturan Daerah.

2.1 UndangUndangPenanamanModal Nomor 25Tahun2007

Penanaman modal adalah segala bentuk investasi yang dilakukan oleh penanam modal
dalam negeri maupun asing untuk melakukan bisnis di Republik Indonesia. Penanaman
Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) adalah dua jenis
penanaman modal. PMDN adalah penanaman modal untuk usaha di wilayah negara
Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan
menggunakan modal dalam negeri. Sementara PMA adalah penanaman modal untuk
usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing
dengan menggunakan modal asing.

Tujuandari penyelenggaraamenanamanmodal ini meliputi beberapaaspekpenting:

1. MeningkatkanInvestasi

1 Daya Tarik Investasi: Menciptakan iklim yang kondusif untuk menarik investasi,
baik dari dalam maupun luar negeri, guna mendukung pertumbuhan ekonomi.

71 Diversifikasi Sektor Ekonomi: Mendorong investasi di berbagai sektor untuk
mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu.

2. Mendorong PertumbuhanEkonomi

1 Peningkatan PDRB: Penanaman modal diharapkan dapat meningkatkan Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi
nasional.

1 PenciptaanLapanganKerja:Investasiyang masukdiharapkandapat menciptakan
lapangan kerja baru, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

3. PengembangarnTeknologidanInovasi

7 Transfer Teknologi: Mendorong masuknya teknologi baru yang dapat
meningkatkan daya saing industri dalam negeri.

71 Inovasi Produk dan Proses: Meningkatkan kemampuan inovasi dalam produksi
dan layanan.

4. PeningkatanKesejahteraarMasyarakat
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1

Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Penanaman modal diharapkan dapat
memberdayakan masyarakat lokal melalui penyediaan lapangan kerja dan
peningkatan keterampilan.

Pembangunan Berkelanjutan: Mendesak investasi yang ramah lingkungan dan

memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam.

5. PeningkatanKualitasinvestasi

il

Investasi Berkualitas: Mendorong investasi yang tidak hanya fokus pada
keuntungan jangka pendek, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan
lingkungan.

Regulasi yang Transparan: Menyediakan sistem perizinan dan regulasi yang jelas

untuk meminimalkan risiko bagi investor.

6. PeningkatanDayaSaingNasional

f

Keterlibatan dalam Rantai Pasok Global: Memperkuat posisi Indonesia dalam
rantai pasok global melalui investasi yang strategis.
Peningkatan Kapasitas Industri: Meningkatkan kapasitas dan produktivitas

industri dalam negeri agar lebih kompetitif.

Untuk meningkatkan kekuatan perekonomian nasional dan mempercepat peningkatan

penanaman modal, pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal:

1)

2)

3)

Memberi penanam modal dalam negeri dan asing perlakuan yang sama dengan
memperhatikan kepentingan nasional.

Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi
penanam modal dari proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya
kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan.

Memberikan kesempatan untuk berkembang dan melindungi usaha mikro, kecil
menengah, dan koperasi. Sesuai dengan peraturan perundamglangan,
penanamanmodal dalamnegeridapat dilakukandalambentuk badanusaha,baik
badan hukum maupun usaha perseorangan. Namun, penanaman modal asing
dalam bentuk perseroan terbatas diwajibkan oleh hukum Indonesia dan
berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan dengan

cara lain oleh undangundang. Penanammodal dalam negeri dan asing dapat
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melakukannya dengan mengambil bagian dalam pendirian perseroan terbatas,
membelisaham,atau melakukancaralain yangdiatur oleh peraturan perundang

undangan.

Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka untuk kegiatan penanaman modal kecuali
bidang-bidang berikut:
1) Produksisenjataapi, mesiu,alat peledak,dan peralatanperang;dan

2) Bidangusahayangsecaraeksplisitdinyatakantertutup oleh undangundang.

Berdasarkan Peraturan Presiden, pemerintah menetapkan bidang usaha yang tertutup
untuk penanamanmodal, baik di dalamnegerimaupundiluar negeri,berdasarkanstandar
kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional,
serta kepentingan nasional lainnya. Kriteria dan daftar bidang usaha yang tertutup dan
terbuka akandiatur oleh Perda.Penanammodal di Indonesia(PMDNdan PMA)diberi hak,
kewajiban, dan tanggung jawab.

1) Kepastianhak,hukum,dan perlindungan;

2) Informasiterbukatentang bidangusahayangdijalankannya;

3) Hakpelayanan;

4) Berbagaifasilitaskemudahan
PenanamModal Memiliki Kewajiban:

1) Menjagaprinsiptata kelolaperusahaanyangbaik;

2) Melakukantanggungjawab sosialperusahaan;

3) Membuat laporan dan menyerahkannyakepada Badan Koordinasi Penanaman

Modal;
4) Menghormati adat istiadat budayadi sekitarlokasiusahapenanamanmodal; dan

5) Mematuhisemuaperaturan perundangundangan.

TanggungJawabPenanamModal adalahsebagaiberikut:
1) Menjamin modal tersedia dari sumber yang tidak bertentangan dengan

peraturan.
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2) Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam
modal secara sepihak menghentikan, meninggalkan, atau menelantarkan
kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan (hal lain yang merugikan negara).

3) Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan bagi
pekerja.

4) Mematuhi semua ketentuan peraturan perundangndangan. Penanam modal
yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan diharuskan untuk
mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi
standar kelayakan lingkungan hidup. Peraturan perundangdangan mengatur
prosedur pemulihan ini diantaranya Undangndang RI No. 23 Tahun 24 tentang
Pemerintah Daerah Berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah
diberikan wewenang untuk mengelola daerahnya berdasarkan potensi daerah

yang dimilki. Hal ini sering disebut juga dengan otonomi daerah.

Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, daerah otonom memiliki hak,
wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
dankepentinganlokal. Otonomi adalahdasarpemerintahandaerahyangdidasarkanpada
otonomi. PenataanDaerahadalahbagiandari prosesdesentralisasiyang bertujuan untuk
mencapai tujuannya sebagai berikut: Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan daerah; mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
meningkatkan kualitas pelayanan publik; meningkatkan daya saing pemerintahan di
tingkat lokal dan nasional; dan mempertahankan keanekaragaman adat istiadat, tradisi,
dan budaya yang unik di daerah.
Menurut Peraturan Presiden RI No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang
Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman
Modal, pembentukan daerah mencakup pembentukan provinsi dan kabupaten/kota.
Pembentukan daerah juga mencakup pemekaran daerah dan penggabungan daerah.
Menurut Peraturan Presiden RI No. 44 Tahun 2016, bidang usaha dalam kegiatan
Penanaman Modal terdiri dari tiga kategori:

1) Bidang Usaha Terbuka, yang berarti usaha yang dilakukan tanpa persyaratan

dalam rangka Penanaman Modal;
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2) Bidang UsahaTertutup, yang berarti usahatertentu yang dilarang diusahakan
sebagai kegiatan Penanaman Modal; dan
3) Bidang UsahaTerbuka dengan Persyaratan,yang berarti usahatertentu yang

dapat diusahakan untuk kegiatan Penanaman Modal

Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan tertentu yaitu: batasan modal dalam
negeri 100% (seratus %), dan atau batasan kepemilikan modal dalam kerangka kerjasama
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Kemitraan dilakukan oleh Penanam
Modal denganUsahaMikro, Kecil,danMenengahserta Koperasidenganpola:inti plasma,

sub kontrak, keagenan, waralaba, dan pola Kemitraan lainnya. Sementara itu, mengenai
daftar bidang usaha yang tertutup:

1) BudidayaGanja;

2) Penangkapanspesiesikan yang tercantum dalam Appendix | Convention on
Intemational Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES);

3) PengangkatarBendaBerhargaAsalMuatan Kapalyang Tenggelam;

4) Pemanfaatan (Pengambilan) Koral Karang dari Alam Untuk: Bahan Bangunan,
Kapur, Kalsium, Akuarium, dan Souvenir Perhiasan, serta Koral Hidup atau Koral
Mati (recent death coral dari Alam);

5) Industri PembuatChlorAlkalidenganProsesMerkuri;

6) Industri Bahan Aktif Pestisida: Dichloro Diphenyl Trichloroethane (DDT) Aldrin,
Endrin, Dieldrin, Chlordane, Heptachlor, Mirex, dan ene;

7) Industri Bahan Kimia Industri dan Industri Bahan Perusak Lapisan Ozone (BPO)
Polychlorinated Bipheny (PcB), Hexachlorobenzene, dan carbon Tetrachloride
(CTC), Methyl Chloroform, Methyl Bromide, Trichloro Fluoro Methane (eH9
Dichloro Trijl.uoro Ethane (ckt2), Trichloro Trifluoro Ethane (cHd3) Dichloro
Tetra Fluoro Ethane (CFCl4), Chloro Pentafluoro Ethane (GEt5) Chloro
Trifluoro Methane (cFel3), Tetrachloro Difluoro Ethane (cHd 2) Pentachloro
FluoroEthane(cFcl111)ChloroHeptafluoro Propane(cFc217).Dichlordgdexafluoro
Propane (CFQ16). Trichloro Propane (cFZ13). Hexachloro Difluoro Propane
(CF& 1 Bromo chloro Diluoro Methane (Halon1211), Bromo Trifluoro Methane
(Halon1301), Dibromo Tetrafluoro Ethane (Halé&#02), R500, R502;
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8) Industri Bahan Kimia Daftar 1 Konvensi Senjata Kimia sebagaimana Tertuang
Dalam Lampiran | Undantyndang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan
Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia;

9) Industri MinumanKeras;

10) Industri MinumanMengandungAlkohol: Anggur;

11) Industri MinumanMengandungMalt;

12) Penyelenggaraaman PengoperasianT erminalPenumpangAngkutan Darat;

13) Penyelenggaraamlan PengoperasiarPenimbangarKendaraanBermotor;

14) Telekomunikasi/SaranBantuNavigasiPelayarardanvesselTraffic Information;

15) PenyelenggaraarPelayanarNavigasiPenerbangangan

16) PenyelenggaraarPengujianTipeKendaraanBermotor.

2.2 UndangUndangPenataanRuangNomor 26 Tahun2007

Berdasarkan Undangindang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional
yang amannyaman,produktif dan berkelanjutanberlandaskanWawasanNusantaradan
Ketahanan Nasional. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi

pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

Gambar2.1  Lingkup PenyelenggaraanPenataanRuang
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A. PengaturanPenataanRuang
Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi
Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
Pengaturan penataan ruang dilakukan melalui penetapan ketentuan peraturan
perundangundangan bidang penataan ruang termasuk pedoman bidang penataan
ruang.

B. PembinaanPenataanRuang
Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penatasmg
yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
1. Pemerintah melakukan pembinaan penataan ruang kepada Pemerintah Daerah

Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dan masyarakat.

2. Pembinaanpenataanruangdilaksanakammelalui:

a. koordinasipenyelenggaraamenataanruang;

b. sosialisasiperaturan perundangundangan dan sosialisasipedoman bidang
penataan ruang;
pemberianbimbingan,supervisi,dankonsultasipelaksanaarpenataanruang;
pendidikandan pelatihan;

penelitiandan pengembangan;

=~ o o o

pengembangarsisteminformasidankomunikasipenataanruang;
g. penyebarluasarinformasipenataanruangkepadamasyarakat;dan
h. pengembangarkesadarandantanggung jawab masyarakat.

3. Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota
menyelenggarakarpembinaanpenataanruang menurut kewenangannyamasing
masing.

C. PelaksanaarPenataanRuang

Pelaksanaan penataan ruang yaitu upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui

pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian

pemanfaatan ruang.
D. PengawasanPenataanRuang
Pengawasan penataan ruang yaitu upaya agar penyelenggaraan penataan ruang

dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangdangan.
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Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang, dilakukan
pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan
penataan ruang.

Pengawasarterdiri atastindakan pemantauan,evaluasidan pelaporan.
Pengawasartdilaksanakaroleh Pemerintahdanpemerintahdaerahsesuaidengan
kewenangannya.

PengawasanPemerintah dan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan
peran masyarakat.

Peran masyarakatdapat dilakukan dengan menyampaikanlaporan dan/atau

pengaduan kepada Pemerintah dan pemerintah daerah.

Setiaptingkatan rencanatata ruang memilikicakupanwilayahperencanaarnyangberbeda

dengan maksud yang berbeda pula. Definisi dan cakupan wilayah perencanaan, maksud,

danskalaketelitian peta yangdigunakansetiaptingkatan rencanatata ruang berdasarkan

UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dapat dilihat pada

gambar di bawah ini.

Gambar2.2 KlasifikasiPenataanRuangBerdasarkanSistem,Fungsi,dan Nilai
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SumberBaharSosialisaslUNo.26 Tahun 2007
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Dalam setiap proses perumusannya, rencana tata ruang skala kabupaten/kota selalu
mengacu kepada kebijakakebijakan lain yang secara luas terkait dalam suatu struktur
kebijakan pembangunan, yang dimulai dari kebijakan skala nasional, regional hingga
kebijakan pembangunan wilayah itu sendiri. Perencanaan tata ruang menurut Undang
undang Nomor 26 tahun 2007 dilakukan untuk menghasilkan:
a. Rencanaumumtata ruang, secarahirarkiterdiri atas:

1. RencanalataRuangWilayahNasional;

2. RencanarataRuangWilayahPropinsi;

3. RencanalataRuangWilayahKabupaten,danKota;
b. Rencanaincitata ruang,secarahirarkiterdiri atas:

1. RencanaTata Ruang Pulau, atau kepulauandan rencanatata ruang kawasan

strategis nasional.
2. Rencanarlataruangkawasanstrategis provinsi.
3. RencanaDetail Tata Ruang Kabupaten/kota dan rencanatata ruang strategis

kabupaten/kota dijadikan dasar bagi penyusunan peraturan zonasi.

2.3 UndangUndangPemerintahanDaerahNomor 23Tahun2014

Pemberian otonomi yang selualtiasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan,
dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan
strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan
memperhatikanprinsip demokrasi,pemerataan,keadilan,keistimewaandan kekhususan
serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang
mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya
sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.
Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan
mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan
harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknizmerah ketika membentuk kebijakan
Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga

memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan
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antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan,
dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.
SetiapDaerahsesuaikarakter Daerahnyaakanmempunyaiprioritas yangberbedaantara

satu Daerah dengan Daerah lainnya dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Ini
merupakan pendekatan yang bersifat asimetris artinya walaupun Daerah sssama
diberikan otonomi yang seluatuasnya, namun prioritas Urusan Pemerintahan yang
dikerjakan akan berbeda satu Daerah dengan Daerah lainnya. Konsekuensi logis dari
pendekatan asimetris tersebut maka Daerah akan mempunyai prioritas Urusan
Pemerintahan dan kelembagaan yang berbeda satu dengan lainnya sesuai dengan
karakter Daerah dan kebutuhan masyarakatnya.

Untuk menciptakan sinergi dalam pengembangan potensi unggulan antara organisasi
Perangkat Daerah dengan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian di
pusat, diperlukan adanya pemetaan dari kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian di pusat untuk mengetahui DaerabBaerah yang mempunyai potensi
unggulan atau prioritas sesuai dengan bidang tugas kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian yang kewenangannya didesentralisasikan ke Daerah. Dari hasil
pemetaantersebut kementerian/lembagapemerintah nonkementerianakanmengetahui
DaerahDaerah manasajayang mempunyai potensiinggulan yangsesuaidengan bidang
tugas kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian yang bersangkutan. Daerah
tersebut yang kemudian akan menjadi stakeholder utama dari kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian terkait.

Majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan bangsa tersebut.
Untuk itu makadiperlukanadanyaperlindunganterhadap kegiatanyang bersifat inovatif

yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di Daerah dalam memajukan Daerahnya. Perlu
adanyaupayamemacukreativitas Daerahuntuk meningkatkandayasaingDaerah.Untuk

itu perlu adanyakriteria yangobyektif yangdapatdijadikanpeganganbagipejabatDaerah
untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif. Dengan cara tersebut inovasi akan
terpacu dan berkembang tanpa ada kekhawatiran menjadi obyek pelanggaran hukum.
SinergiPemerintahPusatdan Daerahakansulit tercapaitanpa adanyadukunganpegawai
yang memadai baik dalam jumlah maupun standar kompetensi yang diperlukan untuk

melaksanakanUrusan Pemerintahanyang menjadi kewenangan Daerah. Dengan cara
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tersebut Pemerintah Daerah akan mempunyai birokrasi karir yang kuat dan memadai

dalam aspek jumlah dan kompetensinya.

2.4 UndangUndangCiptaKerjaNomor 26 Tahun2003

UU Cipta Kerja merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengatasi berbagai
permasalahan investasi dan penciptaan lapangan kerja, yang salah satunya diakibatkan
oleh tumpang tindih pengaturan penataan ruang. Dalam UU Cipta Kerja, terdapat
berbagai terobosan kebijakan penataan ruang yang ditargetkan untuk mendorong
kemudahan berinvestasi dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan.

Gambar2.3 DasarPerlunyaPenataanRuangdi Indonesia
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di muka bumi tidak pernah Jumlah penduduk terus manusia, dari bekerja, tempat tinggal, Hewan dan tumbuhan juga
bertambah. mengalami peningkatan rekreasi bahkan sampai peristirahatan memerlukan ruang

terakhir (Tempat Pemakaman Umum)

Gambar2.4  TahapanMenyusunDokumenPenataanRuangSebelumadanyaUUCK
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Produk Rencana Tata Ruang (RTR) Masyarakat dan investor yang Proses penerbitan izin Banyaknya kasus
hanya dimiliki dan disimpan ingin mengakses informasi RTR berusaha menjadi rumit tumpang tindih
oleh Pemerintah, sebagian besar harus datang langsung ke kantor dan tidak transparan. pemanfaatan ruang.
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Penataanruang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara,termasukruang dalam
bumi sebagai satu kesatuan (satu dokumen penataan ruang). Pengelolaan sumber daya
ruang laut dan ruang udara diatur dengan UU tersendiri.

Gambar2.5 TerobosandalamIntegrasi TataRuang(1)
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Gambar2.6  TerobosandalamIntegrasi TataRuang(2)
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PasalFAUUNo0.27/2007Pasall9(ayat4) UUCKPasa#3ayat(2),(5),(6), (7)UUN0.32/2014;
PasaB6(poin 1)UUCKPasall5ayat(2) UUN0.41/199%asall 5ayat (3) UUCK.
RPPPPRPasab, Pasall3ayat(3), Pasall4ayata(2)

UU CKdan RPPPPRmemandatkan penyederhanaan(streamlining hierarki penataan

ruang.
Gambar2.7  TerobosanPenyederhanaarProduk RTR
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RTRWN -y ) Pasal 16 RPP PPR:
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RTR KSN B b \ J
RTRW KAB/KOTA - ) bl Penghapusan Ketentuan Penetapan Kawasan Strategis (KS)
RIRKS KAB JKOTA 0 © Penghapusan RTR KS Provinsi dan Kabupaten/Kota,
untuk menghindari tumpang tindih antar produk RTR.
et G ) © Substansi KS tersebut akan diintegrasikan ke dalam
RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Sumber:

UUCKPasallbayat(3) UUCKPasall7/UUCKPasab ayat(2), (3), (4) UUN0.26/2007Pasal
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Kewenangan pemerintah daerah dalam menyusun dan menetapkan RTR tidak ditarik ke
pusat. Hanya saja, waktu penetapannya dibatasi untuk memberikan kepastian bagi
masyarakat. Jika melewati batas waktu, RTR yang telah disusun oleh daerah dan
mendapat persetujuan substansi akan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Gambar2.8 PercepatanPenetapanRencanaDetail TataRuang(RDTR)

Persetujuan Substansi Terbit .
© Penetapan RDTR Kabupaten/Kota dari

Peraturan Daerah (Perda) menjadi Peraturan
RDTR ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah Bupati/Walikota.
-~ Kepala Daerah Kabupaten/Kota
© Untuk mempercepat penetapan RDTR, dalam
hal Bupati/Walikota belum menetapkan RDTR
-- RDTR ditetapkan dengan paling lama 1 bulan setelah mendapat
Reratiftan Seskien. Persetujuan Substansi (Persub), maka RDTR
ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
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Sumber:

UUCKPasal 17 UU CK: Pasal 18(aydPasal3 aya(7), (8), (9), Pasal 26 ayat (8), (9), (10)
UU No. 26/2007.
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Gambar2.9 Digitalisasidan Tranparansiuntuk MemasyarakatkanTataRuang
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Untuk penyederhanaan perizinan berusaha, lzin Lokasi sudah tidak ada lagi, dan

digantikan dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, yang ddjgsroleh oleh

pelaku usaha melalui sistem OSS untuk berbagai skala dan tingkat risiko kegiatan usaha.
Gambar2.10 TerobosandalamKesesuaiarKegiatanPemanfaatanRuangdalam
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2.5 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan
Kemudahan Investasi Daerah
Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah
kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai kewenangannya. Pemberian Insentif
dan/atau pemberian kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip, kepastian hukum,
kesetaraan, transparansi, akuntabilitas dan efektif dan efisien.
Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat
dan/atau Investoryang memenuhi kriteria memberikan kontribusi terhadap peningkatan
pendapatan Masyarakat, menyerap tenaga kerja, menggunakan sebagian besar sumber
daya lokal, memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik, memberikan
kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto, berwawasan lingkungan
dan berkelanjutan, pembangunan infrastktur, melakukan alih teknologi, melakukan
industri pionir, melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi, bermitra
dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi, industri yang menggunakan barang modal,
mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalanegeri, melakukan kegiatan usaha sesuai
dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau berorientasi ekspor.
Pemberian insentif dapat berbentuk pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak
daerah; pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah; pemberian
bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; bantuan untuk
riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; bantuan
fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kedilan/atau koperasi di daerah; dan/atau bunga
pinjaman rendah. Kemudian, pemberian kemudahan dapat berbentuk penyediaan data
dan informasi peluang penanaman modal; penyediaan sarana dan prasarana; fasilitasi
penyediaan lahan atau lokasi; pemberian bantuan teknis; penyederhanaan dan
percepatanpemberianperizinanmelaluipelayananterpadu satu pintu; kemudahanakses
pemasaran hasil produksi; kemudahan investasi langsung konstruksi; kemudahan
investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundanglangan
yang berpotensi pada pembangunan daerah; pemberian kenyamanan dan keamanan
berinvestasi di daerah; kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan;kemudahanaksestenagakerjasiappakaidan
terampil; kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau fasilitasi promosi sesuai

dengan kewenangan daerabh.
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Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada masyarakat dan/atau
investor diatur dengan peraturan daerah yang paling sedikit memuat kriteria Pemberian
Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan, bentuk insentif dan/atau kemudahan yang
diberikan, jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau
kemudahan tata caraPemberianinsentif dan/atauPemberianKemudahan jangkawaktu

dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan
investasi; dan evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian
Kemudahan. Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di

daerah mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah di daerah.

2.6 Peraturan PemerintahnNomor 21Tahun202ltentang PenyelenggaraarPenataan
Ruang
Rencanaata ruangwilayahkabupatenmenjadiacuanuntuk:

a. PenyusunarRDTRkabupaten;

b. Penyusunarrencanapembangunanjangkapanjangdaerahkabupaten;

c. Penyusunarrencanapembangunanjangkamenengahdaerahkabupaten;

d. Pemanfaatan Ruanglan PengendaliarPemanfaatanRuangdi wilayahkabupaten;
e. Perwujudanketerpaduan keterkaitan,dankeseimbangarantarsektor;dan

f. Penetapanlokasidanfungsiruanguntuk investasi.

Jangka waktu penyusunan dan penetapan RDTR kabupaten/kota paling lama 12 (dua
belas) bulan terhitung sejak dimulainya pelaksanaan penyusunan RDTR kabupaten/kota.
RDTR Kabupaten/Kota paling sedikit memuat:

a. Tujuanpenataanwilayahperencanaan;

b. Rencanastruktur ruang;

c. Rencangpolaruang;

d. Ketentuanpemanfaatanruang;dan

e. Peraturanzonasi.

RDTRKabupaten/Kotamenjadiacuanuntuk:
a. PenyusunamencanapembangunanjangkaPanjangdaerahkabupaten/kota;

b. Penyusunarrencanapembangunanjangkamenengahdaerahkabupaten/kota;
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c. Pemanfaatarruangdan pengendalianpemanfaatanruang;
d. Perwujudanketerpaduan keterkaitan,dankeseimbangarantarsektor;dan

e. Penetapanlokasidanfungsiruanguntuk investasi.

RDTR Kabupaten/Kota dituangkan ke dalgmeta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000.
Menteri dan kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
penanamanmodal wajib mengintegrasikanRDTRkabupaten/kotadalambentuk digital ke

dalam sistem OSS.

2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko (Pengganti Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik)

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diterbitkan sebagai bagian dari

implementasi Undangundang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. PP ini

menggantikan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang bertujuan untuk menyederhanakan

prosedur perizinan melalui pendekatan elektronik. Tujuan utamanya adalah mendorong

investasi dengan mengurangi hambatan birokrasi serta memberikan kepastian hukum dan
kemudahan dalam berusaha di Indonesia.

PendekatanBerbasisRisikoSalahsatuinovasiutamadalamPPNomor 5 Tahun202ladalah

penerapan pendekatan berbasis risiko (ridkased approach) dalam perizinan usaha.

Berbeda dari pendekatan sebelumnya yang cenderung seragam, pendekatan ini menilai

tingkat risiko dari setiap kegiatan usaha dan menentukan jenis perizinan yang diperlukan

berdasarkan tingkat risiko tersebut. Kegiatan usaha dikategorikan menjadi:

1. Risiko Rendah Kegiatan usaha yang dianggap tidak berpotensi besar merugikan
lingkungan, kesehatan, atau keamanan. Untuk usaha kategori ini, pelaku usaha
hanya memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai ss#tiunya syarat
perizinan.

2. Risiko Menengah Terbagi menjadi dua, yaitu risiko menengah rendah dan

menengah tinggi. Kegiatan usaha dengan risiko menengah rendah memerlukan
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pemenuhan standar usaha, sedangkan untuk risiko menengah tinggi, pelaku
usaha harus memperoleh izin berbasis standar yang lebih ketat.

3. Risiko Tinggi Kegiatan usaha yang memiliki potenssiko besar bagmasyarakat
atau lingkungan. Untuk kategori ini, diperlukan izin berusaha yang ketat, dengan

pengawasan yang lebih intensif dari pemerintah.

Pendekatan berbasis risiko ini memungkinkan proses perizinan menjadi lebih efisien dan
tepat sasaran. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing bisnis di Indonesia,
terutama bagi usahakecildan menengah(UKM) yang seringkaliterbebani oleh prosedur
perizinan yang rumit.

Integrasi dengan Sistem OSSOnline Single SubmissigprPP ini juga mengintegrasikan
penyelenggaraan perizinan dengan sistenOnline Single SubmissiofOSS) yang
merupakan platform elektronik untuk mengurus berbagai bentuk perizinan berusaha
secaraterintegrasi. Sistemini diperbaruimenjadiOSBerbasisRisiko,yang menyesuaikan
dengan tingkat risiko usaha sebagaimana diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2021. OSS
bertujuan untuk mengurangi tatap muka antara pelaku usaha dan pemerintah,

menghindari praktik percaloan, dan mempercepat waktu proses perizinan.

2.8 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Daftar Prioritas Investasi
Latar Belakang dan Tujuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Daftar Prioritas Investasiditerbitkan sebagaibagian dari pelaksanaanUndangUndang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang bertujuan memperbaiki iklim investasi di
Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi. Perpres ini
menggantikan kebijakan daftar negatif investasi (DNI) yang sebelumnyamembatasi
sektor-sektor usaha tertentu bagi investor asing dan domestik.

Tujuan utama Perpres ini adalah untuk menarik lebih banyak investasi, baik dalam negeri
maupunluar negeri, melaluipenyusunanDaftar Prioritasinvestasi(DPl)yangmemberikan
insentif khususkepadasektor-sektor tertentu. Denganmencabut DNIdan menggantinya
denganDPI,pemerintahingin memberikansinyalpositif kepadainvestor bahwalndonesia
membukalebih banyaksektor usahauntuk investasi,denganfokus padapengembangan
sektor-sektor strategis yang berpotensi besar meningkatkan perekonomian dan

penyerapan tenaga kerja.

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMEDANG 2-18




(WAROIRVANNGIIR PENYUSUNARETAPOTENSINVESTASKECAMATANBUAHDUA

PokokPokok Pengaturan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 menyusun sedakior usaha

yang menjadi prioritas investasi berdasarkan beberapa kriteria, antara lain:

2.9

1.

Sektor yang menerima insentif fiskal dan nodiskal: Pemerintah menawarkan
berbagaiinsentif, sepertitax holiday,tax allowance,dan pembebasanbeamasuk,
bagi investor yang menanamkan modal di sektsektor prioritas. Insentif ini
bertujuan untuk meningkatkan daya tarik sektesektor strategis, seperti energi
terbarukan, industri digital, dan infrastruktur.

Sektor yang terbuka 100% untuk investor asingBeberapa sektor yang
sebelumnya dibatasi bagi kepemilikan asing kini dibuka sepenuhnya, seperti
sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi digital. Hal ini diharapkan
meningkatkan kompetisi serta alih teknologi dan pengetahuan dari perusahaan
asing ke dalam negeri.

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)Meski beberapa sektor
terbuka untuk investor asing, terdapat pengecualian bagi sektsektor yang
ditujukan bagiUMKM. PemerintahmemberikanperlindunganbagiUMKMdengan
mengutamakan sektorsektor tertentu untuk usaha domestik kecil dan
menengah, sehingga UMKM tetap dapat berkembang tanpa harus bersaing
langsung dengan perusahaan besar.

Sektor yang dilarang untuk investasi Ada pula sektossektor yang secara tegas
dilarang untuk investasi, seperti produksi narkotika, perjudian, dan seksaktor

lain yang dianggap merugikan kesehatan dan keamanan nasional.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun
20052025

Misi Kedua dari RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun yaitu Mewujudkan

perekonomian daerah yang tangguh dan berkelanjutan yang berbasis pada agribisnis,

pariwisata dan industri adalah mengembangkan dan memperkuat keterkaitan antar

sektor perekonomian daerah yang berdaya saing secara regional dan internasional,

dengan berbasis pada upaya mengembangkan keunggulan komparatif, kompetitif, dan

kooperatif dalam mendayagunakan potensi sosioekonomi lokal terutama dalam
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agribisnis, pariwisata dan industri yang mengindahkan kearifan budaya lokal dan
keseimbangan lingkungan hidup.

Perkembangarekonomidaerahdidukungoleh kerjasamaantaradomainkepemerintahan
dalam penyediaan infrastruktur yang memadai, pemeliharaan pembangunan infrastruktur
yang sejalan dengan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup,
keseimbangan pemanfaatan ruang yang serasi antara kawasan lindung dan budidaya
serta antara kawasan perkotaan dan perdesaan, penciptaan dan pendayagunaan tenaga
kerja yang berkualitas dan berdayasaing serta perlindungan regulasi pemerintahan
terhadap pelaku sosioekonomi daerah guna mendukung penciptaan iklim investasi yang
kondusif. Fokus yang menjadi panduan untuk dapat dituntaskan pada MisiZ<ePJPD
Tahun 200582025 yang berkaitan dengan investasi diantaranya:

1) Memperkuat perlindungandan kapasitasstruktur perekonomiandaerah,dengan
terus mengupayakandan memantapkanpertumbuhan investasibagi para pelaku
usaha di daerah yang diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan
ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan
mewujudkan iklim investasi yang menarik, mendorong penanaman modal dalam
negeri dana asing bagi peningkatan daya saing perekonomian lokal yang
menopang perekonomian regional dan nasional serta meningkatkan kapasitas
infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai.

2) Memberikan jaminan insentif dan disinsentif investasi bagi para pelaku usaha di
daerah, berupa perlindungan regulasi bagi keamanan investasi yang ditanamkan
serta punishmentbagi investor yang melanggar aturan, hingga tercipta iklim
investasi yang kondusif.

3) Meningkatkan kapasitas keuangan dan investasi daerah, sesuai dengan kebijakan
pengembangan ekonomi regional dan nasional, agar mampu mendukung secara
efektif peningkatan pembangunan dan kontribusi infrastruktur, sehingga sesuai
dengansistemdan standarpengelolaaryangsesuaidenganpraktik terbaik nasional
dan internasional, yang mampu mendorong peningkatan ketahanan perekonomian
daerah dan perdesaan serta nilai tambah perekonomian daerah.

4) Menguatkan kerjasama investasi infrastruktur daerah dalam rangka mendukung
peningkatan aktifitas perekonomian, sosial, budaya dan ppsaat pertumbuhan

ekonomi baru dengan memperhatikan keserasian pembangunan petaesaan,
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perkotaan dan antar daerah serta daya dukung lingkungan. Guna pengembangan
infrastruktur daerah terus dikembangkan peningkatan peran serta masyarakat dan
investasi swasta.

5) Para pekerja diharapkan mempunyai produktivitas yang tinggi, sehingga dapat
bersaing serta menghasilkan nilai tambah tinggi dengan pengelolaan pelatihan dan
pemberiandukungarbagiprogrampelatihanstrategisuntuk peningkatarefektivitas
dan efisiensi produksi sebagai bagian integral dari investasi sumber daya manusia.

6) Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja melalui perlindungan
regulasi yang berpihak pada tenaga kerja tanpa mengabaikan hak para investor,

sehingga tercipta keseimbangan dan kondusivitas iklim investasi.

2.10 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2Q038

Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah di Kabupaten Sumedang Kebijakan

Penataan Ruang Wilayah terdiri atas:

a. pengembanganKawasamagribisniskomoditasunggulanKabupatenSumedang;

b. pengembanganKawasanpertaniandiseluruhwilayahkabupaten;

c. pengembanganKawasanperikanandan peternakandi seluruhWilayahKabupaten;

d. penetapan dan pengembanganKawasanpariwisata dan daya tarik wisata yang
berbasis ekowisata;

e. penetapan dan pengembangan Kawasan Industri, sentra industri kecil dan industri
rumah tangga;

f.  peningkatan fungsi KawasanLindung untuk mendukung perekonomian wilayah
sesuai daya dukung lingkungan;
peningkatansistempusatkegiatansecaraberimbang;

h. peningkataninterkoneksiprasaranadan saranalokal terhadap prasaranadan sarana
nasional dan regional untuk mendukung potensi Wilayah;

i. peningkatankualitasdanjangkauanpelayananjaringanprasaranadan saranaenergi,
telekomunikasi,sumberdayaair, pengelolaanlingkungan,fasilitassosialdan fasilitas
umum;

j-  penataankawasanibukota PerkotaanSumedang;

k. pengembangankawasanpendidikandi kabupaten;
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l.  pengembanganKawasanEkonomiKhususPariwisatalatigede;
m. pengembanganKawasanStrategisCepatTumbuh;dan

n. pengamananfungsi Kawasanuntuk pertahanandankeamananNegara.

Kaitannyadenganrencanastruktur ruang KabupatenSumedangyaitu khususKecamatan
Buahdua, termasuk ke dalam Pusat Kegiatan Perkotaan Kawasan BUTOM GEDE. Dengan
peran pusat kegiatan sebagai berikut:

pusatkegiatanbisnis;

pusatkegiatanperdagangan jasa,dan pemasaran;

pusatkegiatanindustri;

pusatpelayananperumahandanpermukiman;

pusat pelayanansosialekonomiskalaregional;

pusatpelayanankesehatan;dan

N o gk~ w NP

pusatpelayanantransportasi.

Desadesa di Kecamatan Buahdua yang masuk ke dalam Pusat Kegiatan Perkotaan
Kawasan BUTOM GEDE diantaranya:

a. DesaBuahdua;

b. DesaHariang;

c. DesaCiawitali;

d. DesaGenderehdan

e. DesaSekarwangi.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 23, Kecamatan Buahdua yang
awalnyaadalahPusatPelayanarlLingkungan karenamasukke dalamKawasanPerkotaan
BUTOM GEDE, maka diusulkan menjadi Pusat Kegiatan Perkotaan BUTOM GEDE. Untuk
mendukungmenjadibagiandari KawasanPerkotaanBUTOMGEDEberdasarkanrencana
jaringan atau struktur ruang untuk Kecamatan Buahdua adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan status kewenangan lokal primer menjadi jalan kolektor prirgyang

meliputi ConggeangBuahdua dan Buahdusurujul.
2) Pembangunarbaruterminal penumpangtipe C.

3) Pengembangarjaringanprasaranaenergipanasbumi GunungTampomas.
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4) Pengembangarjaringansaluranudarateganganekstratinggi.

5) Pengembangarprasaranawaduk danbending,yaitu Situ Cilembang.

6) Terkait dengan pengembangansaranaprasaranapengelolaan sampah, masuk ke
dalam zona 6 (enam) ke tempat penampungan sementara Ujungjaya.

7) Pengembangarinstalasipemrosesanair limbahterpadu.

8) Pengembangarinstalasipemrosesanair limbahterpadu.

9) PengembangarsistemIPALindustri

Berdasarkarrencanapolaruang,terdapat kawasanhutan lindung yangberfungsilindung

di KecamatanBuahdua.Buahduamenjadi bagian dari kawasan hutan lindung seluas

kurang lebih 8,776 ha kawasan hutan lindung di Kabupaten Sumedang. Selain menjadi

bagian dari kawasan hutan lindung, Kecamatan Buahduajuga menjadi bagian dari

kawasantaman wisata berupa Taman Wisata Alam Gunung Tampomasdengan luas

kuranglebih 1.07sayangjugameliputi KecamatanCimalakardan ConggeangBerkaitan

dengan kerawanan bencana, Kecamatan Buahduamasuk ke dalam kawasan rawan

bencanagempabumidangerakantanah. KecamatanBuahduajugamerupakankawasan

lindung geologi, yaitu zona aman cekungan air tanah dan kawasan sempadan mata air.

KecamatanBuahduadiarahkanuntuk pengembanganKawasanndustri Buahduadengan

luasan kurang lebih 1.152Ha berada di KecamatanBuahdua.Selainkegiatan industri,

KecamatanBuahduajuga diarahkan untuk pengembanganpariwisata alam Cipanas

Sekarwangi dan Cipanas Cileungsing.

Kecamatan Buahdua menjadi bagian dari Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut

kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan pengembangan Kawasan Peruntukan

Industri Buahdua.PengembangarKawasanlndustri Buahduadalamrangkamendukung

AerocityKertajati, kegiatan agroindustri, industri pariwisata dan olahraga.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis yang ditinjau dari sudut

kepentingan ekonomi Buahdua disusun dengan memperhatikan:

a. Pemanfaatankegiatanindustri besar,menengahdankecil;

b. Kegiatan industri besar harus berada pada Kawasan Industri yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan perundangundangan;

c. Kegiatan industri disesuaikan dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi

sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;
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d. Kegiatan industri yang memanfaatkan sumber air permukaan sesuai ketentuan dan
menjaga kelestariannya;

e. Kegiatanindustriyangmemilikisaranaprasaranapengelolaansampabh;

f. PenyediaarRTHminimal 30%tiga puluh persen)dariluaskawasan;dan

g. Industribesarwajib berlokasidi KawasanPeruntukanindustri.

2.11 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018
2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021
tentang PerubahanAtas Peraturan DaerahNomor 5 Tahun201%entang Rencana
PembangunanJangkaMenengahDaerahKabupatenSumedangTahun20182023
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
20182023, dijelaskan bahwa indikator yang menggambarkan Aspek daya saing daerah
dalamkonteks fokus iklim berinvestasiantaralain adalah(1l)angkakriminalitas;(2) jumlah
demonstrasi;(3) lamaprosesperizinan;(4) jumlahmacampajakdanretribusi daerah;dan
(5) jumlah perdayang mendukungiklim usaha.Kelengkapandata dan informasiindikator
tersebut disesuaikardenganketersediaandata daninformasiyangdimilikimasingmasing
Organisasi Perangkat Daerah terkait.
Aspek pertama adalah angka kriminalitas yang merupakan indikator yang selalu
diupayakanuntuk disusutkan,walaupuntidak mungkinuntuk mencapaiangkanol. Tindak
kriminal yangterjadi di suatutempat, memunculkanrasatidak amanbagiwarganya.Oleh
sebab itu upaya untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan penanggulangan
kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas
penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat
terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada
masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi
kriminalitassehinggasecarakuantitas dan kualitastindak kriminalitasdapat diminimalisir.
Aspek kedua yaitu Demonstrasi atau unjuk rasa yang merupakan suatu peristiwa biasa
yang merupakan sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang untuk
menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang dilaksanakan
oleh pihak lain. Demonstrasi akan merugikan banyak pihak apabila dilakukan secara

anarkisdan berlebihanbahkan kerugianyang ditimbulkan dapat merugikanmasyarakat
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secarauas.Berbagaiaksiunjukrasayangselamainiterjadi di KabupatenSumedangrelatif
dapat berjalandengantertib sehinggatidak sampaimenimbulkanberbagaikerugianyang
berdampak sistemik.

Aspek ketiga adalah lama proses perizinan. Prosedur perijinan yang kompleks, lama, dan
relatif mahal menjadi salah satu kendala bagi tumbuhnya iklim investasi. Menyadari
kondisi yang demikian berbagai upaya telah dilakukan supaya proses perijinan dapat
ditempuh denganproseduryanglebih sederhanadenganwaktu yangterukur danmurah.
Selain itu, upaya dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang melalui Pelayanan
Perizinan Terpadu bertujuan untuk mempermudah perizinan dan penyebaran informasi
yang memadai mengenai peluang investasi juga dibutuhkan calon investor dalam
merencanakan investasi sesuai dengan peluang yang ada.

Aspek keempat yaitu jumlah pajak dan retribusi. Jumlah pajak di Kabupaten Sumedang
pada Tahun 2013 terdiri 10 jenis pajak kemudian bertambah menjadi 12 jenis pajak pada
Tahun2014hinggaTahun201denganditambahkannyaPajakBumidan Bangunansebagai
pajakdaerah.Sedangkarjumlahretribusi daerahKabupatenSumedangterdiri dari 3 jenis
retribusi. Total retribusi daerah di Kabupaten Sumedang dari Tahun 2013 sampai dengan
Tahun 2017 cenderung semakin menurun. Hal ini disebabkan terdapat beberapa jenis
pelayananumum danusahayangsudahtidak diberlakukanbiayaretribusinya.Pemerintah
Kabupaten Sumedang perlu mensinergikan antara kegiatan peningkatan investasi dan
peningkatan PAD terutama yang berasal dari pajak dan retribusi. Pertumbuhan investasi
harus memberikan dampak positif terhadap peningkatan pajak dan retribusi daerah.
Aspek kelima yaitu jumlah Perda yang mendukung iklim usaha. Terdapat satu Peraturan
Daerah(Perda)yangmendukungiklim usahadi KabupatenSumedangyaitu PerdaNomor

11 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang.

2.12 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumedang Nomor 4

Tahun2023tentang Pemberianinsentif dan Kemudahaninvestasidisusunsebagaibagian

dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan daya tarik investasi di Kabupaten

Sumedang. Tujuan utamanya adalah menciptakan iklim usaha yang kondusif,

mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal, serta meningkatkan kesejahteraan
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masyarakat melalui peningkatan investasi. Pemerintah daerah ingin menarik minat
investor baik dari dalammaupunluar daerahdenganmenawarkanberbagaiinsentif yang
menarik dan kemudahan prosedur perizinan.
Sumedang, sebagai salah satu kabupaten dengan potensi ekonomi yang cukup besar di
Jawa Barat, memiliki sektesektor unggulan seperti pertanian, pariwisata, serta industri
pengolahan. Melalui Perda ini, pemerintah daerah bertujuan mengembangkan potensi
potensi tersebut dan meningkatkan kontribusi investasi dalam pembangunan daerah.
Pemberian Insentif Investasi Perda ini menetapkaerbagai jenis insentif yang diberikan
kepada investor yang menanamkan modal di Kabupaten Sumedang. Beberapa bentuk
insentif tersebut meliputi:

1) Insentif fiskal: Pemotongan pajak daerah, keringanan atau penghapusan retribusi,

serta keringanan biaya untuk fasilitas umum yang diperlukan dalam investasi.
2) Insentif non-iskal: Dukungan berupa pemberian izin dan fasilitas pendukung

seperti kemudahan akses lahan, bantuan teknis, dan promosi usaha.

Insentif ini diberikan kepada investor yang memenuhi persyaratan tertentu, misalnya,
investasiyangmendukungpembangunaninfrastruktur, menciptakanlapangankerja,atau
investasi di sektorsektor prioritas seperti pariwisata, pertanian, dan industri kreatif.
Kemudahan Perizinan Perda ini juga memperkenalkan penyederhanaan proses perizinan
untuk meningkatkanefisiensidan mengurangihambatanbirokrasi.Beberapakemudahan
yang ditawarkan antara lain:

1. Pelayanan perizinan terpadu: Integrasi sistem perizinan melalui satu pintu, di
mana investor dapat mengurus semua dokumen yang dibutuhkan dalam satu
platform.

2. Percepatanprosesperizinan:Pemangkasamwaktu prosesperizinanmenjadilebih
singkat, dengan prioritas pada sektor yang dianggap penting bagi pertumbuhan
ekonomi daerah.

Sektor-SektorPrioritasInvestasiPerdainijugamenetapkanbeberapasektor yangmenjadi
prioritas untuk menerima insentif dan kemudahan, seperti:

1. Sektor pariwisata:KabupatenSumedang memiliki potenspariwisatayang besar,

terutama dari wisata alam dan budaya. Investasidi sektor ini diharapkandapat
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meningkatkan pendapatan daerah dan memperkenalkan Sumedang sebagai
destinasi wisata unggulan.

2. Sektor pertanian dan agribisnis: Dengan potensi besar di bidang pertanian,
terutama dalam produksi pangan lokal, investasi dalam agribisnis diharapkan
dapat memperkuat ketahanan pangan daerah.

3. Sektor industri kreatif dan teknologi: Pemda Sumedang juga mendukung
pengembanganindustri kreatif dan teknologi yang dapat memanfaatkansumber

daya manusia lokal yang inovatif.

Pemantauan dan Evaluasi Pemda Sumedang akan secara berkala memantau dan
mengevaluasi implementasi insentif dan kemudahan investasi yang diberikan,
memastikan bahwa investasi yang masuk beragnar memberikan dampak positif bagi
ekonomi lokal. Mekanisme evaluasi ini juga untuk memastikan adanya transparansi dan

akuntabilitas dalam pelaksanaan insentif.

2.13 Peraturan Bupati SumedangNomor 1 Tahun 2018tentang RencanaUmum
Penanaman Modal Kabupaten Sumedang

VisiRUPMKabupatenSumedangTahun20182025adalah:0 0 AT A T Modakylang

Berkelanjutan untuk Mewujudkan Kabupaten Sumedang yang Mandiri, Maju dan

3 A E A E Qpagedipgaga yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan Visi pada

tahun 2018025 maka disusunlah lima misi. Misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkanminat penanamanmodal berdasarkankarakteristikdan potensi
Kabupaten Sumedang;

2. Mengembangkaniklim penanamanmodal yangberdayasaingdan berkeadilan;

3. Mendorong terciptanyaiklim usahayangkondusif yang mampu meningkatkandaya
saingproduk denganmengembangkanUsahaMikro, Kecil, Menengahdan Koperasi
(UMKMK); dan

4. Menciptakanpenanamanmodal yangberkelanjutan.

Salahsatu arah kebijakanpenanamanmodal KabupatenSumedangdiantaranyaberfokus
pengembangan pangan, infrastruktur, energi, pariwisata, dan industri. Kecamatan

Buahdua masuk kedalam investasi potensial industri, yang merupakan kawasan

peruntukan industri besardengan luas kurang lebih 4.458 ha di Kabupaten Sumedang.
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PengembanganKawasanIndustri BuahduaDesaCiawitalidengan luasankurang lebih
1.15da.

2.14 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2&2B26

VisiKabupatenSumedangadalahO 3 A E A Bgari€darfDemokratispadaTahunT P T X 6 8

Salah satu Misinya, yaitu Misi k& adalah Mewujudkan perekonomian daerah yang

tangguh dan berkelanjutan yang berbasis pada agribisnis, pariwisata dan industri.

Salah satu sasarannya adalah meningkatnya iklim investasi daerah, dengan strategi

perluasan jaringan investasi. Arah kebijakannya yaitu menjalin kerjasama investasi antar

daerah dan investor, serta meningkatkan kemudahan berinvestasi.
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3.1.1 KondisiFisikWilayahKabupatenSumedang

Kondisi fisik wilayah Kabupaten Sumedang meliputi beberapa aspek. Apek tersebut
diantaranya kondisi letak geografis, kondisi topografi, kondisi klimatologi, dan kondisi

penggunaan lahan.

3.1.1.1 KondisiLetak GeografiskabupatenSumedang

KabupatenSumedangadalahsalahsatu kabupatendi WilayahProvinsiJawaBarat. Secara

geografis. Kabupaten Sumedang terdiri atas 26 kecamatan dengan 270 desa Kabupaten

301 AAAT ¢ AAOAAA PAAAQDPIT OBOE EEIOIAOKLE BAD-APWIT o BA T
SPIi T8 " OEOO 4EIi 00 AAT Q EAI OOAEASecalmAl CAT |

administratif, Kabupaten Sumedang memiliki batdsatas wilayah sebagai berikut:

1 SebelahUtara : Kabupatenindramayui;

1 SebelahSelatan : KabupatenGarutdan KabupatenBandung;

1 SebelahTimur : KabupatenMajalengka,;

1 SebelahBarat : KabupatenBandungBaratdan KabupatenSubang.

Berdasarkan luas wilayah, Kecamatan Buahdua merupakan wilayah yang paling luas di
antara kecamatan lainnya di Kabupaten Sumedang. Luas Wilayah Kecamatan Buahdua
adalah 107,68 kf Sedangkan untuk kecamatan dengan wilayah paling kecil adalah
Kecamatan Cisarua, dengan luas wilayah 17,7% Barikut merupakan luas wilayah dan
jumlah desa/ kelurahan di Kabupaten Sumedang.

Tabel3.1 LuasWilayah,Kecamatan JumlahDesadanJumlahKelurahan

No Kecamatan Ibukota Kecamatan Luas(km?) Jl&rg:spa?]gia/

1 | Jatinangor Hegarmanah 31,60 12
2 | Cimanggung Sindangpakuon 55,55 11
3 | Tanjungsari Tanjungsatri 44,86 12
4 | Sukasari Sukasari 41,82 7

5 Pamulihan Ciptasari 50,70 11
6 | Rancakalong Nagarawangi 55,07 10
7 | SumedangSelatan PasanggaraharBaru 92,51 14
8 | SumedangUtara Talun 30,40 13
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No Kecamatan Ibukota Kecamatan Luas(km?) Jing:sra?lgia/
9 | Ganeas Cikoneng 22,90 8
10 | Situraja Situraja 43,23 14
11 | Cisitu Situmekar 65,03 10
12 | Darmaraja Darmaraja 49,38 12
13 | Cibugel Cibugel 59,52 7
14 | Wado Wado 84,27 10
15 | Jatinunggal Sirnasari 72,12 9
16 | Jatigede Cijeungjing 106,24 11
17 | Tomo Tomo 84,74 10
18 | Ujungjaya Ujungjaya 86,23 9
19 | Conggeang ConggeangWetan 106,98 12
20 | Paseh PasehKidul 31,62 10
21 | Cimalaka Cimalaka 43,29 14
22 | Cisarua Cisarua 17,71 7
23 | Tanjungkerta Sukamantri 43,72 12
24 | Tanjungmedar Kertamukti 60,67 9
25 | Buahdua Buahdua 107,68 14
26 | Surian Surian 70,88 9

Kab.Sumedang SumedangUtara 1558,72 277

SumberKabupatenrSumedandalamAngkaTahun2023

KABUPATEN SUMEDANG
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3.1.1.2 KondisiKlimatologi KabupatenSumedang

Curah hujan di Kabupaten Sumedang dipengaruhi oleh keadaan iklim, geografis dan
pertemuan arusudara.Curahhujantertinggi padatahun 2021lterjadi padaBulanFebruari.
Curah hujan mencapai 607 mhadengan jumlah hari hujan 24 dan terendah pada Bulan
September, yaitu 32 mrh

Curahhujanpadatahun 2023cenderungmenurunintensitasnyajikadibandingkandengan
tahun 2021. Curah hujan tertinggi sepanjang tahun 2023 di Kabupaten Sumedang terjadi
pada April yang mencapai 416,100 mm/ bulan dengan jumlah hari hujan 19 dan terendah
pada Oktober yaitu 1,20 mm/ bulan.

Tabel3.2 PengamatanUnsurIklim Menurut Bulandi KecamatanBuahdua

No Bulan JumlahCurah Jur_nlahHa_ri
Hujan(mm) Hujan (hari)
1 | Januari 304,20 26
2 | Februari 396,50 25
3 | Maret 401,20 22
4 | April 416,10 19
5 | Mei 37,30 12
6 | Juni 71,90 8
7 | Juli 32,50 2
8 | Agustus - -
9 | September - -
10 | Oktober 1,20 3
11 | November 106,00 17
12 | Desember 371,00 21

SumberKecamatarBuahduaDalamAngkaTahun2023

Kondisi klimatologi Sumedang dipengaruhi oleh letaknya yang berbuitkit dan
sebagianbesarwilayahnyaberadadi ketinggian 50 hingga 1.200meter di ataspermukaan

laut. Kondisi topografi menciptakan perbedaan suhu dan pola curah hujan antar
kecamatan di kabupaten tersebut.

Suhu udara di Sumedang bervariasi, dengan wilayah dataran tinggi yang lebih sejuk dan
wilayah dataran rendah yang lebih hangat. Suhu ratsa tahunan berkisar antara 18°C

hingga 30°C.Daerahyang lebih tinggi seperti Tanjungkertadan Buahduamemiliki suhu
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yang lebih sejuk dibandingkan dengan daerah dataran rendah seperti Jatinangor dan
Cimanggung.

Kelembapan di Sumedang tergolong tinggi, berkisar antara-90%, terutama selama
musim hujan. Kondisi ini mendukung pertumbuhan tanaman yang membutuhkan
kelembapan tinggi, seperti teh, kopi, dan sayuran. Kondisi iklim Sumedang yang
dipengaruhi oleh curah hujan tinggi dan suhu sejuk di beberapa daerah sangat
mendukung sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Musim hujan yang panjang

juga memberikan keuntungan dalam hal irigasi alami untuk lahan sawah dan kebun.

3.1.1.3 KondisiPenggunaanLahanKabupatenSumedang

Penggunaan lahan di Kabupaten Sumedang sangat dipengaruhi oleh topografi
wilayahnya, yang terdiri dari pegunungan, perbukitan, dataran rendah, dan lembah
lembah. Sebagian besar wilayah Sumedang dimanfaatkan untuk kegiatan agraris, baik
pertanian, perkebunan, maupun kehutanan. Berikut adalah profil umum penggunaan
lahan di Kabupaten Sumedang:

71 Pertanian. Pertanian padi sawah menjadi sektor dominan di Kabupaten
Sumedang, terutama di dataran rendah dan lembah yang memiliki sistem irigasi
yang baik. Beberapa wilayah seperti Ujungjaya dan Tomo menjadi lumbung padi
bagi kabupaten ini. Selain itu, tanaman palawija, jagung, dan sagayuran juga
banyak dibudidayakan di berbagai kecamatan.

1 Perkebunan Sumedang memiliki lahan yang luas untuk perkebunan, terutama di
daerah dataran tinggi seperti Buahdua, Tanjungkerta, dan Conggeang. Tanaman
perkebunanutamameliputi kopi, teh, cengkeh,dankakao.Lahanperkebunanteh
di Sumedang menjadi salah satu yang unggul, dengan banyak perkebunan yang
juga berfungsi sebagai destinasi wisata agro.

1 Kehutanan Sebagian besar wilayah Kabupaten Sumedang terdiri dari hutan
lindung dan hutan produksi. Hutafmutan ini penting untuk menjaga
keseimbangan ekosistem dan sumber air, serta mendukung sektor kehutanan
seperti kayu dan hasil hutan nckayu (seperti damar dan rotan).

1 Lahan Terbangun (Permukiman dan Industri)Dengan adanya perkembangan
wilayah yang pesat, terutama di kecamatan seperti Jatinangor dan Cimanggung

yang berbatasan dengan Kota Bandung, terjadi peningkatan pemanfaatan lahan

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMEDANG 3-5




(WAROIRVANNGIIR PENYUSUNARETAPOTENSINVESTASKECAMATANBUAHDUA

untuk permukiman dan kawasan industri. Jatinangor, sebagai pusat pendidikan
tinggi dengan adanya Universitas Padjadjaran, juga mengalami perkembangan
pesat dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya.

1 Lahan Nonproduktif : Sebagian wilayah juga terdiri dari lahan kosong atau tidak
produktif, sepertiareaperbukitan yangsulit dijangkauatau belum dikelolasecara

optimal untuk pertanian maupun perkebunan.

3.1.2 Kondisilnfrastruktur Wilayah KabupatenSumedang

Infrastruktur merupakansalahsatukomponenvital dalammendukungpembangunandan
pertumbuhan ekonomisuatuwilayah. KabupatenSumedangsebagaibagiandari Provinsi
Jawa Barat, memiliki potensi yang besar untuk berkembang, namun keberadaan
infrastruktur yang memadai menjadi faktor penentu dalam pencapaian tujuan tersebut.
Untuk itu, pada bagian ini akan dilakukan inventarisasi ketersediaan serta kondisi umum
infrastruktur di wilayah Kabupaten Sumedang diantaranya adalah infrastruktur
transportasi, kelistrikan, air baku, fasilitas pendidikan serta kesehatan. Dengan
mengetahui kondisi terkini, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi yang tepat guna
meningkatkan kapasitas infrastruktur demi menunjang kesejahteraan masyarakat dan
mendorong kemajuan daerah.

3.1.21 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Kabupaten Sumedang
Total panjang jalan di Kabupaten Sumedangmengalamipenurunan, semulasepanjang
796,056 km di Tahun 201216, kemudian menurun menjadi 774,606 km di Tahun 2017.
Hal ini terjadi karena adanya pengurangan akibat genangan Waduk Jatigede dan
penguranganakibat pembangunanTol CileunyiSumedangDawuan(Cisumdawu) Secara
umum peta jaringanjalanKabupatenSumedangdapat dilihat padadokumenRTRW2018
2038 Gambar 3.2.
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Gambar3.2. RencanaStruktur RuangJaringanJalanKabupatenSumedang20182038
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Pada Gambar 3.2, dapat dilihat rencana infrastruktur transportasi yang ada di dalam
maupun di sekitar Kabupaten Sumedang antara lain Bandara Kertajati; Terminal Tipe A
sebanyak 1 titik (lingkaran ungu); Terminal Tipe B sebanyak 2 titik (lingkaran hijau) di
Kecamatan Ujung Jaya dan Kecamatan Wado; serta Terminal Tipe C sebanyak 9 titik
(lingkaranmerah).Untuk jaringanjalan,KabupatenSumedangelah dilintasidenganJalan

Tol Cisumdawu yang memiliki 6 titik akses tol (lingkaran biru) antara lain lain Jatinangor,
Pamulihan SumedangCimalakaPaseh Cisumdawwaya.Sedangkarrencanajalur kereta

api akan didukung oleh 4 titik stasiun antara lain: Caringin, Pamegeursari, Mekarjaya dan
Ujungjaya. Angkutan penyeberangan direncanakan pada satu titik di wilayah Wado
(lingkaran kuning). Dari pola yang terbentuk, dapat dilihat bahwa fokus pengembangan
saranadan prasaranaranportasi masih terpusatpada bagian tengatwilayah Kabupaten
Sumedang dari Jatinangor ke arah Kertajati.

Selanjutnya persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan
dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan. Hal ini
mengindikasikarsemuaruasjalandenganpermukaanperkerasan,bahujalandan saluran
samping dalam kondisi kurang baik menurut kriteria teknis, sehingga arus -laitas
berjalan kurang lancar sesuai dengan kecepatan desain dan terdapat adanya hambatan
yangdisebabkanoleh kondisijalanyangkurang baik. Secaraumum tren panjangjaringan
jalandalamkondisibaik di KabupatenSumedangmengalamipeningkatan Tabel3.3.Pada
Tahun 2015 tercatat 239,75 Km, kemudian meningkat menjadi 345,28 Km di Tahun 2016
dan kembalimengalamipeningkatanmenjadi424,70Km di Tahun2017 Dengandemikian
padaTahun2017anyaterdapat 54%alandalamkondisibaik di KabupatenSumedangdari

total panjang jalan sebesar 774,61 Km.

Tabel3.3 Indikator PersentasePanjangJalanKabupatenSumedang

o Tahun
No Indikator 2015 2016 2017
1 Total Panjang Jalan (Km) 796,06 796,06 774,61
2 Panjang Jalan Jaringan Jalan dalam Kondisi 239,75 345,28 424,70
Baik (Km)
3 Persentase jalan kabupaten dalam kondisi 30,12 43,37 54,83
baik (>40 Km/Jam)

Rasiopanjangjalanterhadap jumlah penduduk adalahrasio panjangjalanper 10.000jiwa

yangmenggambarkanbahwaruasruasjalantelah menghubungkanpusat-pusatkegiatan
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yang melayanijumlah pendudukdi wilayahtertentu. Dalamkurun waktu Tahun20152017
rasiopanjangjalanper 10.000jiwa di KabupatenSumedangmenunjukkantren penurunan.
Pada Tahun 2015 tercatat sebesar 7,2 km/10.000 jiwa, dan mengalami penurunan pada
Tahun 2017 menjadi 7 km/10.000 jiwa Tabel 3.4.

Tabel3.4 Indikator RasioPanjangJalanTerhadapJumlahPenduduk

q Tahun
Neo Indikator 2015 2016 2017
1 | Total Panjang Jalan (Km) 796,06 796,06 774,61
2 | Jumlah Penduduk 1.110.841 1.132.459 1.139.564
3 | Rasio Panjang Jalan dengan 0,00072 0,00070 0,00070
jumlah penduduk (Km/jiwa)

Pada periode Tahun 202018 jumlah arus penumpang angkutan umum mengalami
peningkatan. Pada Tahun 2011 tercatat 21.441 penumpang, kemudian meningkat menjadi
47.800 penumpang di Tahun 2018. Sementara itu rasio ijin trayek mengalami tren yang
fluktuatif dari semula 23 di Tahun 2013, meningkat menjadi 31,84 di Tahun 2018.

Kemudian indikator jumlah uji KIR angkutan umum secara tren mengalami penurunan,
pada Tahun 2011 tercatat 3.497 jumlah kendaraan yang melakukan uji KIR, kemudian
meningkat di Tahun 2013 menjadi 4.288 uji KIR dan di Tahun 2014 sebesar 4.202 uji KIR,
pada Tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 3.413 serta pada akhir RJPM Tahun 2018
meningkat sebanyak 3,893 uji KIR. Penurunan jumlah uji KIR tersebut dapat bermakna
melemahnya pengawasan terhadap ketertiban administrasi kendaraan yang wajib KIR,
atauterjadi penguranganjenismodatransportasiyangwajib KIR.Untuk durasipelayanan

uji KIR selama tiggahun tidak mengalami perubahan yakni 15 menit per satu kendaraan.
Selanjutnya untuk pemasangan rambambu lalu lintas, data pada Gambar 3.3
menunjukkan target setiap tahun belum tercapai. Pada Tahun 2017 target sebesar 98%
namunrealisasihanyasebesar 43,65%an padaakhir RJIPMDIrahun2018 dartarget 100%
dengan realisasi 67,03%. Dalam perspektif pembangunan periode Tahun -2023
pemasangan rambu lalu lintas perlu ditargetkan lebih tinggi lagi, karena hal ini terkait
dengan keselamatan para pengguna jalan dan keamanan serta kenyamanan masyarakat

yang dilalui kendaraan yang melintasi pemukiman maupun aktivitas kegiatannya.
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Gambar3.3.  Grafik PemasangarRamburambu (%)
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3.1.2.2 KetersediaanSaranadan PrasaranaKelistrikan KabupatenSumedang

Terkait infrastruktur energi dan kelistrikan Gambar 3.4, wilayah Kabupaten Sumedang
direncanakan memiliki dua Pembangkit Listrik yaitu PLTA Jatigede dan PLTP Tampomas.
Kedua pembangkit listrik ini akan menyalurkan energi ke empat titik gardu listrik
(lingkaran hijau).

Berdasarkan data Survey Potensi Desa Kabupaten Sumedang, pada Tahun 2018 masih
terdapat 615 rumah tangga yang belum menggunakan listrik dari PLN. Sebagian besar
rumah tangga yang belum memiliki sambungan listrik PLN di Desa Cibunar dan Desa

Pangadegan Kecamatan Rancakalong.
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Gambar3.4.

RencanaStruktur RuangKelistrikan KabupatenSumedang20182038
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3.1.2.3 KetersediaanSaranadan PrasaranaAir BakuKabupatenSumedang

Ketersedian air baku merupakan syarat mutlak bagi masyarakat untuk nyaman tinggal di
suatu wilayah. Visi Sumedang Kota Air merupakan kondisi yang akan diwujudkan oleh
pemerintah KabupatenSumedang agaSumedang nyamaumli tinggali. Gambarankondisi
yang dinginkan adalah Sumedang berkecukupan air sepanjang tahun. Saat ini Sumedang
merupakan daerah yang banyak dikelilingi pegunungan (4@%h merupakanahan hijau
yang masih alami, sehingga mampuenampung resapan air hujagecara tidak langsung
yang dapat digunakan untuk air baku memenuhi kebutuhan masyarakgtound water
harvesting. Pemanfaatan teknologi dan caraara cerdas dapat digunakan untuk
mengelola sumber air, termasuk air hujan, dengan baik sehingga ketersediaan air baku
masyarakat terpenuhi sepanjang tahun.

Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar untuk meningkatkan derajat
kesehatan penduduk dalam mencapai kriteria hidup sehat. Hidup sehat sangat terkait
dengan pola hidup yang bersih, baik bersih lingkungan maupun bersih sumber air.
Ketersediaansumberair bersihdi KabupatenSumedangcukup sebandingdenganjumlah
pendudukyangada.Berdasarkargrafik di bawahini Gambar3.5,rumahtanggapengguna

air bersihn Tahun201 i KabupatenSumedangtercatat 70%Kondisitersebut masihjauhdi
bawah target nasional yakni 100% penduduk berakses air bersih. Namun demikian, perlu
dilakukantinjauan terkini terkait kondisiketersediaanair bersih denganidentifikasi detail
pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan.

Gambar3.5. Grafik RumahTanggaPenggunaAir Bersih
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3.1.2.4 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pendidikan Kabupaten
Sumedang

Pendidikan sebagai salah satu sarana dan media sosial sangat berperan dalam
mempengaruhiterbentuknya kondisisosialmasyarakat.Kesadaranmasyarakatterhadap
pendidikan dan pendidikan berkualitas semakin besar. Sebagian masih
mempermasalahkan biaya sekolah, namun tidak sedikit yang tidak mempermasalahkan
biaya sekolah sepanjang sekolahnya berkualitas. Permasalahan lain adalah sebaran
OAEIT 1T AE 00T ccOl AT 6 UAT ¢ OEAAE 1 AOAOA AAIl
Kondisi belajar mengajar yang mampu mewujudkan kondisi sosial yang baik antara lain
adanya pemerataan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan, pengembangan
pengelolaan pendidikan yang berbasis teknologi namun tetap berkarakter Sumedang,
penerapankurikulum pendidikankependudukandan pembangunarkeluargaberencana,
pengembangansistempendidikanformal dan non-formal yangmemudahkanmasyarakat
mengakses pendidikan, termasuk masyarakat yang menyandang disabilitas, serta

pengembangan platform edukasi bagi masyarakat.

3.1.25 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan Kabupaten
Sumedang
Salah satu syarat kenyamanan orang tinggdilsuatuwilayah adalah ketersediaan sarana
dan prasaranakesehatanbagi penghuninya.Saatini dan ke depan,kesehatanmerupakan
salah satu kebutuhan pokok yang membutuhkan kemudahan akses dan pelayanan. Saat
ini PemerintahKabupatenSumedangmemiliki 3 RumahSakitUmum (RSU).Disampingitu
banyak rumah sakit swasta dan poliklinik serta dokter, dan bidan praktek. Kondisi yang
ingin diwujudkandengansmart living ini adalahketersediaansaranaprasaranakesehatan
yang cukup serta layanan yang mudah dan terjangkau. Salah satunya adalah peran
asuransi kesehatan dan peran pemerintah daerah untuk menjamin pelayanan kesehatan

bagi semua orang, terutama warga Sumedang.

3.1.3 KondisiSosialDemografi KabupatenSumedang
Kabupaten Sumedang dari tahun ke tahun kondisi demografi semakin meningkat dan
kondisi sosial yang mengalami perubahan. Berikut kondisi sosial demografi Kabupaten

Sumedang saat ini:
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3.1.31 KondisiKependudukanKabupatenSumedang
PendudukKabupatenSumedangberdasarkanAngkaHasilProyeksitahun 2023sebanyak
1.178.23pwa yangterdiri atas 593.815iwa penduduklaki{aki dan 584.420jiwa penduduk
perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2020 hasil Sensus Penduduk
(SP2020)penduduk Sumedangmengalamipertumbuhansebesar0,81persen.Sementara

itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2023 penduduk-laki terhadap penduduk
perempuan sebesar 102. Hal ini berarti dapat dikatakan bahwa dalam 100 penduduk
perempuan terdapat 99 penduduk laKiaki. Kondisi tersebut dapat berimplikasi pada
peningkatan angka fertilitas/kelahiran akan meningkat.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Sumedang tahun 2023 mencapai 756 jiwa/km
Kepadatan Penduduk di 26 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk
tertinggi terletak di Kecamatan Sumedang Utara dengan kepadatan sebesar 3.329
jiwa/km? dan terendah di Kecamatan Surian sebesar 163 jiwafKinmlah Penduduk dan
Laju Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sumedang:

Tabel3.5 JumlahPendudukdan LajuPertumbuhanPendudukKabupaten

Sumedang
LajuPertmbuhanPendudukPer
Kecamatan Penduduk Tahun
20202022
@) ) @)

Jatinangor 100108 0,65
Cimanggung 89.838 0,83
Tanjungsari 88.664 1,12
Sukasari 32958 0,42
Pamulihan 64.475 1,28
Rancakalong 40.477 0,57
Sumedang Selatan 79.928 0,58
Sumedang Utara 101200 1,03
Ganeas 25.875 0,75
Situraja 42.745 1,19
Cisitu 30.751 1,10
Darmaraja 35.912 0,00
Cibugel 24.589 1,14
Wado 43.831 0,14
Jatinunggal 45985 0,82
Jatigede 21.930 0,00
Torno 23016 0,00
Ujungjaya 31.625 0,63
Conggeang 28274 0,00
Paseh 37.948 0,42
Cimalaka 63.664 0,89
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LajuPertmbuhanPendudukPer
Kecamatan Penduduk Tahun
20202022
@) 2 3

Cisarua 20.620 0,59
Tanjungkerta 33.984 0,11
Tanjungmedar 26.323 0,64
Buahdua 31.930 0,00
Surian 11.585 0,48
Kabupaten Sumedang 1.178.235 0,81

SumberSumedanglalamangka,2024.

Selanjutnyapendudukdi KabupatenSumedangdapat dianalisisberdasarkanstruktur
umurnya, berdasarkan Tabel 3.6 dapatiketahui komposisi penduduk Kabupaten
Sumedang Tahun 2023.

Tabel 3.6 Jumlah PendudukMenurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

JenisKelamin
Kelompok Umur Jumlah
LakH_aki Perempuan
1) 2 (©) 4
04 43.846 41.619 85.465
59 42655 40.933 83.588
1014 44 447 42.474 86.921
1519 49512 46.256 95.768
2024 50.648 46.748 97.396
2529 47579 44.359 91.938
30-34 44.093 42.383 86.476
3539 40.662 39.717 80.379
40-44 39.998 39.255 79.253
4549 36.786 37827 74613
5054 35064 37047 72111
5559 34.213 35826 70.039
60-64 29.284 30.293 59.577
6569 23202 24.223 47425
7074 17006 18234 35240
75+ 14820 17226 32046
Kabupaten Sumedang 593.815 584.420 1.178.235

SumberSumedanglalamangka,2024

Berdasarkartabel di atas, PendudukKabupatenSumedangdapat dikatakanberstruktur
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umur muda. Hal ini dapat dilihat dari persentase penduduk usia aia@lak (0z 19 tahun)
sebesar30,87persen,jumlah pendudukyang berusiaproduktif (15z 64 tahun) berjumlah
65,13ersen,danjumlahpenduduklansiaj 65tahun) tergolong kecilyaitu 5,1persen.Hal

ini merupakan bonus demografi bagi Kabupaten Sumedang apabila bisa memanfaatkan
struktur penduduk ini dengan kebijakan yang baik dan tepat gunomposisi penduduk
berstruktur umur muda ini memberikan implikasi bahwa potensi kelompok umur muda
perlu mendapatkan perhatian dan pengembangan sehingga mampu menghasilkan
tenagatenagamudayangterampil, mandiri,dancekatanuntuk mengisidan menciptakan
peluangpeluang ekonomi yang tersedia. Struktur umur penduduk juga digunakan untuk
melihat angka beban tanggungan (ABT).

3.1.3.2 KondisilndeksPembangunanManusiaKabupatenSumedang
Keberhasilarpembangunansuatudaerahtidak hanyadiukur oleh tingginyapertumbuhan
ekonomi, tetapi juga dari kualitas manusia. Secara umum keberhasilan pembangunan
kualitas hidup manusia dapat ditunjukkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
IPM dibentuk dari tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehatigng and
healthy lif§, pengetahuan knowledge dan standar hidup layak (decent standard of
living).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atdduman Development IndgDI) merupakan
indekskomposit yang meliputi aspekkesehatanmelaluipengukuranangkaharapanhidup

saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan tata lama
sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per
kapita.

AngkalPMKabupatenSumedangerus meningkatsetiaptahunnya.lndeksPembangunan
Manusia (1PM) Kabupaten Sumedang tahun 2023 adalah 74,02. Indeks ini dijelaskan
dengan komponen Usia Harapan Hidup (UHH) 75,04 tahun, Harapan Lama sekolah 13,01,
Rataratalamasekolahadalah8,73tahun, sertapengeluaranriil per kapitaRp.11.136.000.

Tabel3.1 IndeksPembangunanManusiaKabupatenSumedangTahun20192022
berdasarkankomponen
No Komponen 2019 2020 2021 2022
1. UsiaHarapanHidup 72.29 72.43 72.62 72.91
2. HarapanLamaSekolah 12.96 12.97 12.98 12.99
3. RatarataLamaSekolah | 8.27 8.51 8.52 8.72

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN SUMEDANG

-16




LAPORAMNKHIR

PENYUSUNARETAPOTENSINVESTASKECAMATANBUAHDUA

No Komponen 2019 2020 2021 2022
4, Pengeluaran(000) 10406 10217 10262 10776
5 IPM 71.46 71.64 71.8 72.69

SumberSumedanglalamangka,2024

Kualitaspendidikandi KabupatenSumedangpadatahun 2023sudahtergolong baik. Salah
satunya terlihat dari kelengkapan sarana pendidikan yang telah tersedia untuk setiap
jenjang, mulai dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Harapan Lama Sekolah (HLS)
dan Ratarata Lama Sekolah (RLS) merupakan indikator yang dapat digunakan untuk
mengukur kinerja pendidikan suatu daerah. HLS adalah lamanya sekolah (dalam tahun)
yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Berdasarkan perhitungan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Sumedang
mencapai 12,99 tahun 2022. Yang berarti seorang anak dapat menyelesaikan pendidikan
hingga tingkat Diploma Il. Angka Partisipasi Kasar (APK) mengindikasikan partisipasi
penduduk yang sedang menempuh pendidikan namun tidak sesuai usianya. APK
Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel3.2 Angka PartisipasiMurni (APM) dan Angka PartisipasiKasar(APK)

Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Sumedang

Jenjang Pendidikan Angka Partisipasi Mumi (APM) Angka Partisipasi Kasar (APK)
2022 2023 2022 2023
1 2 3 4 5
SDIMI 96,01 107,03
SMP/MTs 89,17 111,75
SMA/SMK/MA 44,53 52,97

SumberSumedanglalamangka,2024

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan proporsi penduduk kelompok usia sekolah
tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai
antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap
kelompok usia sekolah yang bersesuaian. APM bertujuan untuk menunjukkan seberapa
besar penduduk bersekolah tepat waktu atau sesuai dengan ketentuan kelompok usia
sekolahnya.

Fasilitas kesehatan yang dimiliki Kabupaten Sumedang di antaranya adalah 3 rumah sakit
umum. Selain itu, terdapat 35 Puskesmas. Juga terdapat 1.646 unit posyandu yang
tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Sumedang. Garis kemiskinan di Kabupaten
Sumedang tahun 2023 adalah Rp. 396.573. Angka ini meningkat dibandingkan garis

kemiskinantahun sebelumnyayaitu Rp.371.870Jumlahpenduduk miskindi Kabupaten
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Sumedang tahun 2023 adalah sebanyak 111.390 orang atau sebesar 9,36% dari penduduk
KabupatenSumedang.Jumlahini mengalamipenurunanjika dibandingkandengantahun
sebelumnya, yaitu 120.120 orang.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sumedang Meningkat pada Tahun 2022
Mencapai72,69poin, daritarget 71,9- 72,4poin. Peningkatannyamencapai0,89 poin dari
capaian Tahun 2021. Posisi IPM Kabupaten Sumedang menempati posisi 11 dari 27
kabupaten/kota di Jawa Barat dan menjadi Ketercepat dilihat dari pertumbuhannya.
Tahun 2023 IPM Sumedang tercatat 74,02 poin berada di atas -rata IPM Nasional
walaupun masih dibawah rataata IPM Jawa Barat.
SalahsatukomponenpenilaianlPMadalahlamaPendidikan Menurut data BPSJamarata-

rata pendidikan masyarakat Sumedang ada pada angka 8,72 tahun, artinya rata rata
masyarakatSumedangbelum menyelesaikarpendidikanideal 9 tahun (SDz SMP).Halini
disebabkan diantaranya oleh faktor kurangnya pemahaman & kesadaran masyarakat
khususnya orangtua tentang pentingnya pendidikan dasar & menengah untuk kualitas
kehidupan kedepannya. Upaya upaya sosialisasi / penyuluhan dari pemerintah daerah
sendiri kepada masyarakat masih sangat minim.

APBD Sumedang 2023 menganggarkan bidang pendidikan pada kategori belanja urusan
pemerintahan Sumedang sebesar Rp 951 Milyar. Anggaran pendidikan memiliki proporsi
terbesaryaitu 34%garitotal APBDyangjumlahnyasebesarRp2,7Triliyun.Meskidemikian

dari breakdown anggaran diketahui anggaran ini lebih banyak habis untuk operasional
pendidikan formal yang sudah berjalan. Perlu optimalisasi dalam menyentuh upaya
edukasimasyarakatkhususnyaorangtua agar memiliki pemahamané& kesadarantentang
pentingnya pendidikan bagi anak.

Tabel3.3 IndeksPembangunanManusiaProvinsiJawaBarat

Kabupaten/Kota 2021 2022 2023
Bogor 70,60 71,2 73,02
Sukabumi 67,07 67,64 69,71
Cianjur 65,56 65,94 68,18
Bandung 72,73 73,16 74,03
Garut 66,45 67,41 69,22
Tasikmalaya 65,90 66,84 69,38
Ciamis 70,93 71,45 73,12
Kuningan 69,71 70,16 70,99
Cirebon 69,12 70,06 71,81
Majalengka 67,81 68,56 70,76
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Kabupaten/Kota 2021 2022 2023
Sumedang 71,8 72,69 74,02
Indramayu 67,64 68,55 70,19
Subang 69,13 69,87 71,42
Purwakarta 70,98 71,56 73,43
Karawang 70,94 71,74 73,25
Bekasi 74,45 75,22 76,13
BandungBarat 68,29 69,04 70,33
Pangandaran 68,28 69,03 70,57
Kota Bogor 76,59 77,17 78,36
Kota Sukabumi 74,6 75,4 77,16
Kota Bandung 81,96 82,5 83,29
Kota Cirebon 75,25 75,89 77,45
Kota Bekasi 81,95 82,46 83,06
Kota Depok 81,37 81,86 82,53
Kota Cimahi 78,06 78,77 79,69
Kota Tasikmalaya 73,31 73,83 75,47
Kota Banjar 71,92 72,55 74,45
JawaBarat 72,45 73,12 74,24

3.1.33 KondisiPemerintahan
Kabupaten Sumedang dari tahun 2010 sampai 2023 banyak mengalami perubahan
terutama di daerah bendungan Waduk Jatigede. Wilayah Kabupaten Sumedang terdiri
atas 26 Kecamatan, sedangkan banyaknya desa/kelurahan sebanyak 270 desa dan 7
kelurahan. Berikut jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Sumedang:
Tabel3.4 JumlahDesd/KelurahanMenurut Kecamatandi Kabupaten
Sumedang, 20192023

Kecamatan 2019 2020 2021 2022 2023

1) ) (©) (4) Q) (6)

12 12 12 12 12

[010] Jatinangor

[020] Cimanggung 1 11 11 11 11
[030] Tanjungsari 12 12 12 12 12
[031] Sukasari 7 7 7 7 7
[032] Pamulihan 11 11 11 11 11
[040] Rancakalong 10 10 10 10 10
[050] Sumedang Selatan 14 14 14 14 14
[060] SumedangUtara 13 13 13 13 13
[061] Ganeas 8 8 8 8 8
[070] Situraja 14 14 14 14 14
[071] Cisitu 10 10 10 10 10
[080] Darmaraja 12 12 12 12 12
[090] Cibugel 7 7 7 7 7
[100]Wado 10 10 10 10 10
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Kecamatan 2019 2020 2021 2022 2023
1) ) (©) (4) Q) (6)
[101]Jatinunggal 9 9 9 9 9
[111patigede 11 11 11 11 11
[120] Torno 10 10 10 10 10
[130] Ujungjaya 9 9 9 9 9
[140] Conggeang 12 12 12 12 12
[150] Paseh 10 10 10 10 10
[160] Cimalaka 14 14 14 14 14
[161]Cisarua 7 7 7 7 7
[170] Tanjungkerta 12 12 12 12 12
[171]Tanjungmedar 9 9 9 9 9
[180] Buahdua 14 14 14 14 14
[181]Surian 9 9 9 9 9
Kabupaten Sumedang 277 277 277 277 277

SumberSumedanglalamangka,2024

Berdasarkan data tabel di atas, Kecamatan dengan jumlah Desa terbanyak adalah
Kecamatan Situraja, Cimalaka, Situraja dan Buahdua dengan masiaging terdapat 14
Desa. sedangkan Kecamatan dengan jumla desa yang sedikit yaitu kecamatan Sukasari,
Cibugel, dan Kecamatan Cisarua dengan jumlah 7 desa.

Jumlah wakil rakyat yang duduk pada lembaga legislatif tahun 2023, yaitu Dewan
PerwakilanRakyatDaerah(DPRD)sebanyakslorang, dengan42 oranglakidakidan9
orang perempuan.Sebagiarbesarwakil rakyat padalembagalnimemiliki pendidikan
tertinggi DIV/ SI.

Tabel 3.5 Jumlah Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerahMenurut Partai

Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sumedang

Partai Politik LakHaki Perempuan Jumlah
@) ) (©) 4)

PDIPerjuangan 9 3 12
PPP 6 7
GOLKAR 7 7
GERINDRA 5 2 7
PKB 8 8
PKS 4 2 6
PAN 1 4

Kabupaten Sumedang 42 9 S1

SumberSumedanglalamangka, 2024

Secaraorganisasilembagawakil rakyattahun ini terdiri dari tujuh partai. PartaiPDIP
memiliki anggota terbanyak, yaitu sebanyak 12 orang, dengan 9 orangliiidan 3
orang perempuan.Padatahun 2023 jumlah PNSdaerah di KabupatenSumedangdengan
pendidikanS-1keatas sebanyaks.398 orang.
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KondisiperekonomianWilayahKabupatenSumedangerdiri atasgambaranumummakro

ekonomi

Kabupaten Sumedang,

gambaran umum sektor

Sumedang, dan gambaran investasi Kabupaten Sumedang.

3.14.1

GambaranUmum Makro EkonomiWilayah KabupatenSumedang

unggulan Kabupaten

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang, nilai

Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Sumedang pada tahun 2023 mencapai
43.327.148,51 juta rupiah berdasarkan harga tahun berlaku, dan 26.876.861,52 juta rupiah

berdasarkan harga konstan tahun 2010. Adapun struktur perekonomian Kabupaten

Sumedang dilihat dari proporsi masinmasing sektor perekonomian terhadap total

PDRBdalamkurun waktu 20192023 ditunjukarpada Tabel 4.Produk domestik regional

bruto (PDRB menurut lapangan usaha (juta rupiah) didominasi oleh sektor Pertanian,

kehutanan, perikanan, pertambangan dan penggalian,

pengadaan listrik dan gas.

industri pengolahan serta

Tabel3.6 Produk Domestik RegionalBruto menurut lapanganusaha(juta rupiah)

: PDRBAtas HargaBerlaku PDRBAtas HargaKonstan
No Kategori
2021 2022 2023 2021 2022 2023
1 | Pertanian,Kehutanardan 6,826,05| 7.477,99| 8.143,86| 4.054,95| 4.266,33| 4.387,14
Perikanan
2 | PertambangandanPenggalian 32,81 33,99 34.06 21,95 2199 21,81
3 | Industri Pengolahan 7.493,36| 8.185,01 8.441,49| 4.873,74| 5.207,08| 5.257,70
4 | PengadaarlListrikdanGas 145,30 150,91 154,49 106,09 108,79 111,1
5 | Pengadaaniir, Pengelolaan 8,66 9,13 10,13 5,93 6,14 6,67
Sampah Limbah,DaurUlang
6 | Konstruksi 4.143,61 4.507,43| 4.740,59| 2.745,31 2.846,30| 2.931,39
7 | PerdagangarBesardanEceran: 5.512,76 5.842,52| 6.828,20| 3.932,68| 2.055,90| 4.460,92
Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor
8 | TransportasidanPergudangan 1.679,21 1.914,7q 2.271,13 989,99 | 1.100.39 1.224,68
9 | PenyediaanAkomodasidan 1.648,99| 1.960,21 2.189,87| 1.054,16 1.212,90 1.332,2Z
Makandan Minum
10 | Informasidan Komunikasi 1.434,21 1.499,79| 1.583,48| 1.494,33| 1.580,30| 1.679,03
11 | JasaKeuangandan Asuransi 1.685,45| 1.766,79| 1.845,10 984,09 972,27 1.007,94
12 | RealEstat 590,58 629,66 679,44 480,93 505,58 539,43
13 | JasaPerusahaan 28.76 33,38 40,12 18,87 21,16 24,62
14 | Administrasi Pemerintahan, 2.185,90| 2.138,79 2.198,23 1.201,8]1 1.179,7 1.216,11
PertahanandanJaminanSosial
Wajib
15 | JasaPendidikan 2.561,50, 2.619,11 2.774,35| 1.609,90| 1.611,71 1.692,54
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: PDRBAtas HargaBerlaku PDRBAtas HargaKonstan
No Kategori
2021 2022 2023 2021 2022 2023
16 | JasaKesehatandanKegiatan 458,3 480,66 514,8 346,48 362,02 382,49
17 | JasalLainnya 626,33 775,87 877,82 4475 536,4 601,01
Produk Domestik RegionalBruto | 37.061,714 40,035,01] 43,327,185 24.368,73| 25.595,02 26.876,86

Sumber. KabSumedanglalamAngka,2024

Secara umum, pertumbuhan ekonomi secara umum yang ditunjukan dengan PDRB
Kabupaten Sumedang mengalami tren peningkatan dari tahun 2019 hingga 2023,
meskipunsempatmengalamipenurunandi tahun 2020akibat pandemiCOVIBL9.Namun,
perekonomianKabupatenSumedang terus membailpadatahun-tahun berikutnya. Pada

tahun 2019 PDRBKabupatenSumedangercatat sebesarRp.23,92triliun. Sektorterbesar

yang berkontribusi adalah industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang pada 2019 mencapai 5,12%. Pada tahun
2020, PDRB Kabupaten Sumedang mengalami penurunan menjadi Rp. 23,67 triliun.
Penurunanini disebabkanoleh dampakpandemiCOVIB19yangmenekanberbagaisektor
ekonomi. PertumbuhanekonomiKabupatenSumedangpada2020tercatat negatif 2,53%.
Padatahun 2021 PDRBKabupatenSumedangmulaimembaikdan meningkatmenjadiRp.

24,37 triliun. Pemulihan terjadi seiring dengan upaypaya penanganan pandemi dan
stimulus ekonomi yang dilakukan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Sumedang pada 2021 mencapai 4,60%. Pada tahun 2022, PDRB Kabupaten Sumedang
kembali mengalami peningkatan menjadi Rp. 25,60 triliun.

Sektor industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi menjadi pendorong utama
pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang pada 2022
mencapai 5,00%. Pada tahun 2023, PDRB Kabup&tenedangterus meningkat mencapai

Rp. 26,88 triliun. Didorong oleh semakin pulihnya berbagai sektor ekonomi, khususnya
industri dan perdagangan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang pada 2023
mencapai 5,40%. Berdasarkan data PDRB Kabupaten Sumedang dari tahun 2019 hingga
2023, sektor dengan rataata laju pertumbuhan paling tinggi adalah sektor Industri

Pengolahan dengan rataata laju pertumbuhan 5.03%.
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Tabel3.7 Lajupertumbuhan PDRBKab Sumedangmenurut lapanganusaha

. PDRBAtas HargaBerlaku PDRBAtas HargaKonstan
No Kategori
2021 2022 2023 2021 2022 2023
1 | Pertanian,Kehutanardan Perikanan 18,42| 18,68 18,80 -1,18 5,21 2,83
2 | PertambangandanPenggalian 0,09 0,08 0,08 10,81 0,17 0,84
3 | Industri Pengolahan 20,22 20,45 19,48 2,47 6,84 0,97
4 | PengadaarlistrikdanGas 0,39 0,38 0,36 8,47 2,55 2,14
5 | Pengadaanir, PengelolaanSampah, 0,02 0,02 0,02 4,08 3,57 8,7
Limbah,DaurUlang
6 | Konstruksi 11,18 11,26 10,94 13,07 3,68 2,99
7 | PerdagangarBesardanEceranReparasi 14,87 14,60 15,76 3,99 3,13 9,99
Mobil dan SepedaMotor
8 | TransportasidanPergudangan 4,53 4,78 5,24 4,23 11,15 11,30
9 | PenyediaamrAkomodasidan Makandan 4,45 4,90 5,05 2,08 15,06 9,84
Minum
10 | InformasidanKomunikasi 3,87 3,75 3,65 4,78 5,75 6,25
11 | JasaKeuangandan Asuransi 4,55 4,41 4,26 3,77 1,2 3,67
12 | RealEstat 1,59 1,57 1,57 7,55 512 6,69
13 | JasaPerusahaan 0,08 0,08 0,09 0,01 12,09 16,38
14 | AdministrasiPemerintahan,Pertahanandan 5,90 534 5,07 0,53 -1,84 3,09
JaminanSosiaMWajib
15 | JasaPendidikan 6,91 6,54 6,40 0,67 0,12 5,01
16 | JasaKesehatandanKegiatan 1,24 1,2 1,19 7,14 4,49 5,65
17 | Jasalainnya 1,69 1,94 2,03 0 19,87 12,05
Produk Domestik RegionalBruto 100,00 100,00 100,00 2,97 5,03 5,01

Sumber. KabSumedanglalamAngka,2024

Meskipun pada tahun 2020, sub sektor jasa perusahaan mengalami penurunan yang

paling besarsebagaidampakadanyawabah pandemiccovid 19.Adapunsektor informasi

dan komunikasi mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2020, yaitu

mencapai 34 persen sebagai konsekuensi adanya pembatasan mobilitas sosial terkait
dengan pandemic covid 19. Secara umum, sub sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial
memiliki laju pertumbuhan yang paling tinggi dalam kurun waktu 262819 meskipun

dengan kontribusi PDRB yang masih relatif kecil.

3.1.4.2 GambaranUmum Sektor UnggulanKabupatenSumedang
Dalam rangka pencapaian sasaran pengembangan Industri nasional dibutuhkan
pembiayaan investasi di sektor Industri yang bersumber dari penanaman modal dalam

negeri dan penanamanmodal asing, serta penanaman modal pemerintah khususnya
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pengembangan Industri strategis. Pembiayaan diperoleh melalui investasi langsung
maupunmelaluikredit perbankan,sertaditunjang oleh pembiayaandari APBNdan APBD.
Terbatasnygpemanfaatankredit perbankandi sektor Industri, antaralain disebabkanoleh
relatif tingginya suku bunga perbankan dan ketersediaan jaminan yang dimiliki oleh IKM
karena dibiayai oleh dana masyarakat berjangka pendek.

Mengetahui sektor ekonomi unggulan atau basis sangat diperlukan agar kebijakan
ekonomi yang dibuat oleh pemerintah tepat sasaran. Pengertian sektor basis adalah
sektor yang mampu memenuhi kebutuhan daerahnya dan juga mampu mengekspor
output-nya untuk memenuhi kebutuhan daerah lain. Penentuan sektor basis pada
penelitian ini menggunakan analisis Location Quotient (LQ). Nilai yang dihasilkan
menunjukkanapakahsektor tersebut merupakansektor basisatautidak. NilaiLQberkisar

dari nol sampai dengan positif tak terhingga. Nilai LQ kurang dari satu (LQ < 1)
menunjukkanbahwasektor tersebut diklasifikasikansebagaisektor non basis,sedangkan
nilai LQ lebih dari satu (LQ > 1) menunjukkan sektor tersebut diklasifikasikan sebagai

sektor basis.
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Tabel3.8 AnalisisLQKabupatenSumedangberdasarkanPDRBAtas HargaDasarKonstanTahun20172021

No LapanganUsaha Tahun RataRata Sektor Basis Tingkat Tingkat Pelayanan
2017 2018 2019 2020 2021 Spesialisasi
1 | Pertanian,Kehutanan,dan 2,477 2,421 2,377 2,355 2,331 2,386 SektorBasis Terspesialisasi | Ekspor,mampumelayaniPasar
Perikanan danUnggulan
2 | PertambangandanPenggalian 0,046 0,049 0,049 0,051 0,055 0,050 SektorNon Tidak Nonekspor,belummampu
Basisdan Terspesialisasi | melayani pasar
Unggulan
3 | Industri Pengolahan 0,419 0,434 0,469 0,477 0,470 0,454 SektorNon Tidak Nonekspor,belummampu
Basis dan Terspesialisasi | melayani pasar
Unggulan
4 | PengadaarListrikdan Gas 26,801 26,444 | 26,491 | 26,135 | 25,695 26,313 SektorBasis Terspesialisasi | Ekspor,mampumelayaniPasar
danUnggulan
5 | PengadaarAir, Pengelolaan 0,065 0,065 0,067 0,070 0,068 0,067 SektorNon Tidak Nonekspor,belummampu
Sampah, Limbah dan Daur Basis dan Terspesialisasi | melayani pasar
Ulang Unggulan
6 | Kontruksi 1,296 1,305 1,247 1,252 1,333 1,287 SektorBasis Terspesialisasi | Ekspor,mampumelayaniPasar
danUnggulan
7 | PerdagangarBesardanEceran, 1,136 1,135 1,097 1,083 1,104 1,111 SektorBasis Terspesialisasi | Ekspor,mampumelayaniPasar
reparasi Mobil dan Sepeda danUnggulan
Motor
8 | TransportasidanPergudangan 1,021 0,983 0,970 0,932 0,899 0,961 SektorNon Tidak Nonekspor,belummampu
Basis dan Terspesialisasi | melayani pasar
Unggulan
9 | PenyediaanAkomodasidan 1,701 1,686 1,646 1,641 1,677 1,670 SektorBasis Terspesialisasi | Ekspor,mampumelayaniPasar
MakanMinum danUnggulan
10 | Informasidan Komunikasi 1,134 1,146 1,132 1,023 1,004 1,088 SektorBasis Terspesialisasi | Ekspor,mampumelayaniPasar
danUnggulan
11 | JasaKeuangandan Asuransi 1,604 1,599 1,648 1,578 1,597 1,597 SektorBasis Terspesialisasi | Ekspor,mampumelayaniPasar
danUnggulan
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12 | RealEstate 1,567 1,559 1,519 1,393 1,348 1,477 SektorBasis Terspesialisasi | Ekspor,mampumelayaniPasar
danUnggulan
13 | M,N.JasaPerusahaan 0,188 0,188 0,184 0,207 0,200 0,194 SektorNon Tidak Nonekspor,belummampu
Basis dan Terspesialisasi | melayani pasar
Unggulan
14 | Administrasi Pemerintahan, 2,739 2,727 2,654 2,748 2,835 2,741 SektorBasis Terspesialisasi | Ekspor,mampumelayaniPasar
PertahanandanJaminanSosial danUnggulan
Waijib
15 | JasaPendidikan 2,306 2,296 2,289 2,183 2,208 2,256 SektorBasis Terspesialisasi | Ekspor,mampumelayaniPasar
danUnggulan
16 | JasaKesehatandanKegiatan 1,635 1,625 1,568 1,686 1,732 1,649 SektorBasis Terspesialisasi | Ekspor,mampumelayaniPasar
Sosial danUnggulan
17 | Jasalainnya 0,909 0,901 0,879 0,858 0,863 0,882 SektorNon Tidak Nonekspor,belummampu
Basis dan Terspesialisasi | melayani pasar
Unggulan

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN SUMEDANG

- 26




(WAROIRVANNGIIR PENYUSUNARETAPOTENSINVESTASKECAMATANBUAHDUA

BerdasarkarhasilanalisisLQyangdilakukan,bahwaKabupatenSumedangdalamperiode
20172021sektor ekonominyaterbagi menjadiduayaitu sektor basisatau sektor unggulan

dan sektor non basis atau non unggulan. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan,
PengadaarListrikdan Gas Konstruksi,PerdagangarBesardan EceranreparasiMobil dan
Sepeda Motor, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi,
Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial termasuk
sektor basis (LQ>1).

Sedangkan Sektor pertambangan, dan penggalian, industri pengolahan, Pengadaan Air,
Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Transportasi dan Pergudangan, Jasa
Perusahaan dan jasa lainnya merupakan sektor yang non basis atauunggulan (LQ<1)
atau sektor yang belummampu melayani pasadanbelum bisa melakukan proses impor.
Walaupun merupakan sektor non basis dan hanya mampu melayani kebutuhan dalam
perekonomian daerah (lokal), bukan berarti tidak dapat dikembangkan namun sektor ini
harus dipacu untuk dapat lebih berkembang sehingga dapat menjadi sektor basis

Metode AnalisisShift Share(SSA)jugadigunakanuntuk mengetahuiprosespertumbuhan
ekonomi suatudaerah dalamkaitannya dengan perekonomian acuagaitu wilayah yang

lebih luas. Konsep analisis shift share untuk memperbaiki konsep LQ, konsep Indeks
Spesialisasi dan konsep Indeks Lokasi. Analisis shift share berfungsi untuk mengetahui
perkembanganwilayahterhadap wilayahyanglebih luasmisalperkembangankabupaten
terhadap provinsi atau provinsi terhadap nasional. Dengahift sharedapat diketahui
perkembangan dan potensi sektesektor dibanding sektor lainnya serta dapat
membandingkan laju perekonomian disuatu wilayah.

Berdasarkarhasilanalisisshift shareyangdilakukan,bahwa KabupatenSumedangdalam
periode 20172021 sektor ekonominya terbagi menjadi dua yaitu sektor yang tumbuh
progresif (maju) dankemunduran.Sektorindustri pengolahan,Pengadaariistrik dan Gas,
Konstruksi, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Jasa
Perusahaan Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial termasuk sektor
maju/progresif (PB>0). Sedangkan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Sektor
pertambangan, dan penggalian, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur
Ulang Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Penyediaan

Akomodasi dan Makan Minum, Administrasi Pemerintahan, Pertahanandan Jaminan
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SosialWajib, dan jasa lainnya termasuk sektor yang mengalami kemunduran (PB<0). SSA
digunakanuntuk mengukur keunggulankompetitif subsektor suatuwilayahberdasarkan
tingkat pertumbuhannya. Koefisien SSA dibagi menjadi 3: regional share, proportional
shift, dandifferential shift (DS).Koefisienyangterakhir dipakaiuntuk menentukanunggul

atau tidaknyasuatu subsektor, ditentukan dari nilai DSlebih besardari 0. BaikLQmaupun
SSAadalahnilaiyangdibangunberdasarkanperbandinganrelative dengankabupatendan

kota lainnya di Provinsi Jawa Barat.

3.1.4.3 GambaraninvestasiKabupatenSumedang
Ikliminvestasidi Sumedangterus diciptakankondusif oleh pemerintah untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi. Beberapa hal yang dilakukan, di antaranya:
1 Sumedanglnvestment Summit (SIS)yang memberikan arahan dan wawasan
tentang iklim investasi di Sumedang

1 Memintapelakuusahauntuk melaporkaninvestasisecaraperiodik

Iklim investasi didefinisikan sebagai kebijakan, institusional, dan kondisi lingkungan yang
berpengaruh terhadap tingkat pengembalian dan risiko suatu investagiada triwulan |
tahun 2023, realisasi investasi di Sumedang mencapai Rp 1,8 triliun.

Pada tahun 2020 terjadi perlambatan perekonomian di Jawa Barat yang disebabkan oleh
penurunanrealisasitotal investasi,terutama disebabkanoleh kontraksi padapenanaman
modal asing (PMA). Investor asing mengambil langkah menahan, bahkan menunda
investasiditengah situasiketidakpastianglobal padamasapandemiCOVIBL9.Sementara

itu, penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Jawa Barat justru tumbuh meningkat
sebesar 209,51%leskipundemikianpersentaserealisasiPMDNdi KabupatenSumedang
pada Triwulan | Tahun 2020 termasuk tiga terbesar di Jawa Barat yaitu sebesar 6,30%.
Pembangunan Tol Cisumdawu memicu tingginya PMDN di Kabupaten Sumedang
Sepanjanglahun2021jnvestasidi KabupatenSumedangmenembusRp4,2triliun. Angka
tersebut melewati target Indeks Kinerja Utama (IKU) Dinhas Penanaman Modal dan
PelayanarTerpaduSatuPintu (DPMTSPKabupatenSumedangTahun2021sebesarRpl,6
triliun atau terealisasi 266 % dari IKU. Bahkan jika dibandingkan dengan tahun 2020 naik
380% yang jumlahnya Rpl1,1 triliun. Mengacu pada Laporan Kegiatan Penanaman Modal

(LKPM) Tahur2021lyang dirilis DPMTSP Kabupat&Sumedangcapaian investassebesar
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Rp4,2triliun tersebut terdiri atas penanamanmodal dalamnegeri(PMDN)sebesarRp4,1
triliun dan penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 79,6 miliar. Dari angka tersebut,
Sektor Tersier mendominasi yakni sebesar Rp 4,1 triliun atau 95,5 % dari total investasi.
Sedangkan Sektor Primer hanya Rp 6,19 miliar lebih atau 0,15 % dan Sektor Sekunder
Rp141,17 miliar lebih atau 3,32 %

Membuat iklim investasi lebih baik adalah salah satu cara untuk meningkatkan ekonomi
KabupatenSumedang.Semuakebijakan,institusi, dan lingkunganyangberkaitan dengan
investasi mempengaruhi tingkat pengembalian dan risiko investasi dikenal sebagai iklim
investasi. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa iklim investasi mencerminkan
berbagai faktor yang terkait dengan lokasi tertentu yang memberikan pemilik modal
kesempatan dan insentif untuk melakukan usaha atau investasi secara produktif dan
berkembang. Dengan kata lain, iklim usaha atau investasi yang menguntungkan adalah
ketika seseorang dapat melakukan investasi dengan biaya dan risiko yang serendah
mungkin dan menghasilkankeuntungandalamjangkapanjang.Pertumbuhanekonomidi
negara maju dan berkembang sangat dibantu oleh investasi atau penanaman modal
dalam pembangunan. Karena kemampuan negara berkembang untuk menyediakan
modal yangrelatif rendah,investasisangatdibutuhkan oleh negarasedangberkembang.

Di sisi lain, mempercepat pembangunan ekonomi membutuhkan modal yang sangat
besar. Oleh karena itu, untuk mendapatkan lebih banyak dana untuk pembangunan,
berbagai upaya untuk menarik investasi harus dilakukan.

Gambar3.6. Realisasinvestasidi KabupatenSumedang
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BerdasarkarPeraturanPresidenNomor 87 Tahun202%entang PercepatanPembangunan
Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, dalam rangka penyediaan
infrastruktur dan peningkatan investasi yang berdampak pada perekonomian regional
dan nasional, dilakukan percepatan pembangunan di Kawasan Rebana. Percepatan
pembangunan Kawasan Rebana meliputi:

a) KabupatenSubang;

b) KabupatenSumedang;

¢) Kabupatenindramayu;

d) KabupatenMajalengka;

e) KabupatenCirebon;

f) KotaCirebon;dan

g) KabupatenKuningan

UMKM dan Perdagangan

Saat ini terdapat sekitar 12.672 unit usaha yang berada di Kabupaten Sumedang yang
terdiri dari17pasar,145toko, 510kiosdan12.000warung. Pasar/marketyaitu 9 pasaryang
dikelola oleh pemerintah daerah dan 6 uang dikelola oleh desa. Toko/store yaitu
supermarket, minimarket dan mall. Kios yaitu usaha yang menjual keperluan sefmeui
dengan skala menengah. Warung yaitu usaha yang menjual keperluan sétzari

Kawasan peruntukan industri besar meliputi luas kurang lebih 3.007 Ha meliputi
optimalisasi Kawasan industri Cimanggung/Rancaekek dengan luas kurang lebih 343 Ha
meliputi: Kecamatan Jatinangor dan Kecamatan Cimanggung. Pengembangan Kawasan
Industri Ujungjaya dengan luas kurang lebih 1517 Ha meliputi kecamatan Ujungjaya dan
KecamatanTomosertapengembanganKawasanndustry Buahduadenganluasankurang

lebih 1.147 Ha di Kacamatan Buahdua.

Secara khusus jika dilihat secara makro pertumbuhan ekonomi pada sektor Industri
(Industri pengolahan) selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2@@23 terus
mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2019 sektor industri mengalami peningkatan
pertumbuhan menjadi sebesar 13,72 persen. Sedangkan pada tahun 2020 sektor ini
mengalami penurunan signifikan menjadi sebesdt,44 persen. Serta pada tahun 2021
kembali mengalami pertumbuhan sebesar 2,26 persen. Berdasarkan hal tersebut diatas

mengindikasikarbahwa sektor Industri merupakansektor yangmemiliki kontribusi yang
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cukup besar bagi struktur ekonomi Kabupaten Sumedang, maka dalam rangka
mengembangkanindustri yangdiamanatkandalamUndangUndangNomor 3 Tahun2014
tentang Perindustrian darPeraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana
Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 26435, maka Pemerintah Daerah perlu
menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK).

Sektor Industri yang ada di Kabupaten Sumedang termasuk kedalam tipologi Il atau
sektor non-basisatau non unggulantetapi pertumbuhannyacepat. Sektor ini layakuntuk
dikembangkan menjadi sektor basis berdasarkan pertumbuhan ekonomi yang cepat.
Tipologi Il merupakan daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, tetapi tingkat
pendapatan perkapita lebih rendah. Salah satu cara untuk meningkatan pendapatan
perkapita yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi. Pelaku usaha industri di
Kabupaten Sumedang sebagian besar belum mendaftarkan pada Sistem Informasi
Industri Nasional (SlINas) Kementerian Perindutristrian. Jumlah pelaku usaha industri
yangadadi KabupatenSumedangahun 2023yangtelah terdaftar di aplikasiSlINasadalah

161 perusahaan, dengan kategori skala usaha besar 62, skala usaha menengah 8, skala
usaha kecil 51 dan 40 sisanya belum melaporkan secara rinci sehingga belum
dikelompokan kedalam kategorkategori tersebut.

Dalam rangka penataan Kawasan ke depan, saat ini Kabupaten Sumedang telah memiliki
PeraturanDaerahKabSumedangPeraturanDaerah(Perda)KabupatenSumedangNomor

4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018
2038. Berdasarkan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) per Mei 2024, usaha mikro
di Sumedangmenempatiurutan pertamadenganjumlah44.542atau 89,21persen,disusul
usaha kecil 3.445 (6,89 persen), usaha besar 960 (1,92 persen) dan usaha menengah 647
(1,30persen).Usahaini didominasioleh bidang usahakerajinandan pengolahandarikayu,
pengolahan pangan dan makanan serta tembakau.

Sektor perdaganganmenmiliki kontribusi terhadap PDRBKab Sumedangcukup besar.Jika
dilihat darijumlahsaranaperdaganganyangterdapat di KabSumedanghinggatahun 2023
terdapat 108unit saranaperdaganganyangdidominasioleh saranaperdaganganmodern,
khususnya jenis minimarket yang mencapai 79 unit dan jenis swalayan sebanyak 3 unit.
Sementara sarana perdagangan tradisional (pasar tradisional) berjumlah 26 unit yang

sebagian besarnya dikelola oleh pemerintah. Adapun dari sisi lokasi, Kecamatan
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Jatinangor memiliki jumlah sarana pasar modern paling besar dibandingkan kecamatan
kecamatan lainnya.
Rasio usaha mikro, kecil dan menengah di Sumedadgiominasi oleh usaha mikro.
Berdasarkan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) per Mei 2024, usaha mikro di
Sumedang menempati urutan pertama dengan jumlah 44.542 atau 89,21 persen. Disusul
usaha kecil 3.445 (6,89 persen), usaha besar 960 (1,92 persen) dan usaha menengah 647
(1,30 persen). Saat ini dilakukan program Pendampingan UMKM Naik Kelas oleh pemda
Kab.Sumedanguntuk meningkatkanusahamikro menjadiusahakecildenganmelibatkan
20 orang pendamping dari Pemda. Satu orang pendamping akan membina 17 pelaku
UMKM. Program ini melibatkan kurang lebih 340 pelaku UMKM.
Kabupaten Sumedang memiliki ratusan jenis Industri yang digeluti dan dieksploitasi oleh
masyarakat setempat maupun para pengusaha besar tingkat nasional maupun
internasional termasuk pengusaha asing/luar negeri. Secara garis besar Industri yang
berkembang dalam skala kecil dan menengah selain memerlukan perhatian dan fasilitas
dari pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, juga
merupakan Industri yang terbukti mampu bertahan ditengah badai krisis. Beberapa
Industri kecildan menengahtersebut saatini sedangdilakukanpenataanoleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Sumedang, baik aspek penataan tempat, lokasi dan sentra maupun
penataankemungkinanuntuk dikembangkansebagailndustri yang memiliki sumbangsih
besar terhadap perekonomian daerah khususnya Kabupaten Sumedang.
Beberapasentralndustri tersebut sepertitelah disebutkandiatas meliputi:

1) SentralKM Opak;

2) SentralKM Oncom;

3) SentralKM Emping;4. SentralKM Sale;

4) SentralKM Mebel Kayu;

5) SentralKM AnyamanBongsang;

6) SentralKM Kerupuk;

7) SentralKM Konveksi;

8) SentralKM Gelasan;

9) SentralKM KerajinanWayangGolek;

10) SentralKM SenapanAngin;

11) SentralKM Tahu;
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12) SentralKM Tempe;

13) SentralKM Manisan;
14) SentralKM Kusen;

15) SentralKM Ukiran Kayu;

PENYUSUNARETAPOTENSINVESTASKECAMATANBUAHDUA

16) SentralKM Sandangdan Kulit; dan

17) SentralKM lainnya.
Tabel3.14 UMKMdi KabupatenSumedang

No Bidang SektorIndustri JumlahUnit Usaha TenagaKerja Kecamatan
1 UkuranKayu 15 139 Jatinangor

2 Wayang 9 49 Pamulihan

3 Alat Musik 1 1 Jatinangor

4 AnyamanBambu 2 94 Cisitu, Cimalaka

5 Kerajinankerey bambu 14 385 Cisitu

6 Industri Kerajinandan Pengolahardari Kayu SangkaBurung 1 5 Cibugel

7 Angklung 3 3 Sukasari

KerajinarBambu,
8 Hiasan Dekorasi, 1 0 Cimanggung
Pajangan

9 Mebeul 243 1.642 Paseh,Conggeang
10 Tempe 108 3.115 SumedandJtara
11 Tahu 281 1.030 SumedangdJtara
12 OpakKetan 274 1.024 Buahdua

13 Oncom 33 102 Paseh

14 SalePisang 78 382 Rancakalong

15 Kerupuk 48 225 SumedangdJtara
16 KerupukSeblak 9 21 Tanjungkerta

17 KerupukTahu 1 5] SumedandJtara
18 KerupukUsus 2 4 SumedangSelatan
19 Kerupukterasi 2 7 SumedangSelatan,Ganeas
20 Kerupuksangray 1 3 Jatinangor

21 Kerupuksingkong 4 15 Sukasari

22 Kerupuksusu 2 5 Cisitu, Tanjungsari
23 Kerupukmakaronipedas 1 2 Tanjungsari

24 Kerupuksorodot 1 2 Cisarua

25 Industri PengolahaRangan/ KerupukGucci 1 3 Cisarua

26 Makanan Keripik singkong 10 105 SumedangSelatan
27 CirengKering 4 33 SumedangdSelatan
28 Rangginang 3 11 Tanjungkerta

29 Seblak 7 91 Tanjungkerta

30 UbiCilembu 2 13 Pamulihan

31 Makaroni 1 2 Buahdua

32 EmpingSingkong 1 8 Paseh

33 EmpingMelinjo 26 127 Conggeang

34 Yoghurt 1 1 Cimalaka

85 Kopi 51 8 Rancakalong

36 The 2 0 Sumedangselatan, Cimalaka|
37 Bandrek 1 0 Ujungjaya

38 Honje 2 0 SumedangdSelatan
39 PermenJahe 1 0 Cimanggung

40 Simping 1 0 SumedangSelatan
41 KueJahe 1 0 SumedandJtara
2; Industri Tekstil, SandangKulit, Alat Kakidan Aneka g::;;l?tslgakaian 142 g -Sr:rr:jll(j:::g:t:ra
44 |Industri Elektronikadan pembangkitEnergi SenaparAngin 80 269 Jatinangor

45 Tembakau 716 811 Pamulihan,Rancakalong
46 Tembakaulris 84 278 Jatinunggal Paseh
47 . TembakauMole 67 282 Situraja

28 Industri Tembakau TembakalRajang 111 111 Waso

49 Tembakauris dan Mole 1 1 Darmaraja

50 Mole, KertasPahpir 3 5 Darmaraja
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3.2.1 KondisiFisikWilayahKecamatanBuahdua

Kondisi fisik wilayah Kecamatan Buahdua meliputi beberapa aspek. Apek tersebut
diantaranya kondisi letak geografis, kondisi topografi, kondisi klimatologi, dan kondisi
penggunaan lahan.
3.2.1.1 KondisilLetak GeografisKkecamatanBuahdua
KecamatanBuahduaterletak di bagiantimur KabupatenSumedang ProvinsiJawaBarat.
Kecamatan ini berbatasan dengan beberapa wilayah sebagai berikut:

1 SebelahutaraberbatasandenganKabupatenindramayu.

1 SebelahselatanberbatasandenganKecamatanTanjungkerta.
1 Sebelahbarat berbatasandenganKecamatanSurian.
il

Sebelahtimur berbatasandenganKabupatenConggeang.

Secara geografis, Kecamatan Buahdua berada di dataran tinggi dengan topografi yang
bervariasi, terdiri dari perbukitan hingga lembalembah. Ketinggian wilayah Kecamatan
Buahduaberkisarantara400 hingga800 meter di ataspermukaanlaut, yangmemberikan
karakteristik cuaca dan kondisi lahan yang khas untuk pertanian dan perkebunan.

Tabel3.15 LuasDaerahMenurut Desa/kelurahandi KecamatanBuahdua

Persentase
No Desa/Kelurahan Luas(km?) TerhadapLuas
Kecamatan
1 | Sekarwangi 3,3 2,98
2 | Cilangkap 4,86 4,39
3 | Cibitung 8,45 7,63
4 | Cikurubuk 6,81 6,15
5 | Bojongloa 8,62 7,78
6 | Nagrak 2,47 2,23
7 | Panyindangan 3,66 3,30
8 | Buahdua 3,13 2,82
9 Gendereh 29,74 26,84
10 | Citaleus 5,49 4,95
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Persentase
No Desa/Kelurahan Luas(km?) TerhadapLuas
Kecamatan
11 | Mekarmukti 7,26 6,55
12 | Hariang 3,85 3,47
13 | Karangbungur 6,97 6,29
14 | Ciawitali 16,19 14,61

SumberKecamatarBuahduaDalamAngkaTahun2023
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Gambar3.7. PetaAdministrasi KecamatanBuahdua
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3.2.1.2 KondisiKlimatologi KecamatanBuahdua

Kecamatan Buahdua memiliki iklim tropis, dengan dua musim utama, yaitu musim hujan
dan musim kemarau, seperti kebanyakan wilayah di Indonesia. Curah hujan di wilayah ini
tergolong tinggi, terutama padabulan-bulan Oktober hinggaApril, denganrata-rata curah
hujan tahunan berkisar antara 2.000 hingga 3.000 mm per tahun.

Suhuudaradi KecamatanBuahduacenderungsejukkarenaberadadi datarantinggi. Rata:

rata suhu harian berkisar antara 20°C hingga 28°C. Kelembapan udara relatif tinggi,
terutama selamamusimhujan,yang mendukungpertumbuhan tanamanperkebunandan
pertaniandi wilayahini. Kondisiini menjadikanBuahduasebagaidaerahyangsubur untuk
berbagai komoditas pertanian, seperti padi, jagung, dan sayuran.

Tabel3.16 PengamatanUnsurlklim Menurut Bulandi KecamatanBuahdua

No Bulan JumlahCurah Jur_nlahHa_ri
Hujan(mm) Hujan (hari)
1 | Januari 234 -
2 | Februari 180 7
3 | Maret 200 6
4 | April 223 9
5 | Mei 137 13
6 | Juni 101 8
7 | Juli 125 5
8 | Agustus 55 1
9 | September 118 4
10 | Oktober 212 11
11 | November - -
12 | Desember 467 21

SumberKecamatarBuahduaDalamAngkaTahun2023

3.2.1.3 KondisiPenggunaan_ahanKecamatanBuahdua

Penggunaan lahan di Kecamatan Buahdua didominasi oleh sektor pertanian dan
perkebunan.Wilayahini dikenaldengankesuburantanahnyayang cocok untuk budidaya
tanamanpangandan hortikultura. Berikut adalahrincianpenggunaanlahandi Kecamatan

Buahdua:
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1 Lahan pertanian Sebagian besar lahan di Buahdua digunakan untuk pertanian
tanaman pangan, terutama padi sawah, yang memanfaatkan sistem irigasi dari
sungatsungai di sekitar wilayah tersebut. Selain padi, jagung dan palawija juga
merupakan komoditas penting.

1 Lahan perkebunan Selain tanaman pangan, Buahdua juga memiliki area
perkebunan yang luas, terutama untuk tanaman seperti teh, kopi, dan cengkeh.
Kebun teh di Buahdua menjadi salah satu sektor unggulan dengan hasil produksi
yang signifikan.

{1 Lahanhutan: SebagiarkecilwilayahBuahduamerupakankawasanhutan lindung,
yangberfungsisebagaipenyanggaekosistemdan sumberair bagi daerahsekitar.

1 Permukiman Wilayah permukiman di Buahdua tersebar di dataran rendah dan
dekat denganpusat kecamatan.Pemukimanumumnyaberadadi lembahHembah

dan di sepanjang jalan utama yang menghubungkan antar desa.

Secarakeseluruhan,KecamatanBuahduamemiliki potensi besardalamsektor agrikultur,
baik untuk tanaman pangan maupun perkebunan, dengan dukungan kondisi geografis
dan klimatologi yang ideal. Keberadaan lahan subur dan curah hujan yang memadai

menjadi faktor utama dalam menopang perekonomian wilayah ini.
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3.2.2 Kondisilnfrastruktur WilayahKecamatanBuahdua

Kecamatan Buahdua, yang terletak di Kabupaten Sumedang, memiliki peran strategis
dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara keseluruhan. Namun, keberhasilan
pembangunan di kecamatan ini sangat bergantung pada ketersediaan dan kualitas
infrastruktur yang ada. Analisis ini bertujuan untuk mengkaji kondisi infrastruktur di
Kecamatan Buahdua, mencakup aspek jalan, transportasi, jaringan air bersih, serta
fasilitas publik lainnya.Denganmemahamikondisiterkini infrastruktur, diharapkandapat
ditemukan solusi yang tepat untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup
masyarakat setempat, serta mendukung potensi pembangunan wilayah secara optimal.
3.22.1 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Kecamatan Buahdua
Sarana dan Prasarana transportasi pendukung akses Kecamatan Buahdua dapat dilihat
pada Gambar5. KeberadaanJalan Tol Cisumdawudan Cipalimemberikan keuntungan

utama terkait akses dari dan ke Kecamatan Buahdua.

Gambar3.9. Infrastruktur TransportasiKecamatanBuahdua
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Dapat dilihat setidaknya terdapat empat Gerbang Tol yang mengelilingi Kecamatan
Buahdua yang juga secara otomatis mendukung akses dari dan ke Bandara Kertajati.
Untuk transportasi umum, Angkutan Umum Perkotaan dapat menjadi andalan dengan
dua terminal berada disekitar Kecamatan Buahdua dan satu terminal berada didalam
wilayah Kecamatan Buahdua. Terkait stasiun kereta api, saat ini masih belum terlihat
potensinyamengingatbelum adainfrastruktur eksistingsertarencanastasiunyangpaling
dekatpun dinilai belum cukup strategis mendukung akses ke Kecamatan Buahdua.
Terkait sistem jaringan jalan, didalam wilayah Kecamatan Buahdua telah tersedia akses
jalanutamadaritiga penjuru yaitu di utara kearahKabupatenindramayu,tenggarakearah
KecamatanConggeangdan barat dayakearahKecamatanTanjungkerta.Jalanlokal relatif
pendek (warna biru) dan masih didominasi oleh jalan warga (warna aifu). Namun
demikian, potensi pengembangan akses jalan di Kecamatan Buahdua dinilai cukup baik
danakandilakukanpeninjauandetail kondisijalanuntuk memberikanpenilaianyanglebih

relevan dan detail.

3.2.2.2 KetersediaanSaranadan PrasaranaKelistrikan KecamatanBuahdua

Terkait kelistrikan, Kecamatan Buahdua dilewati oleh lintasan Saluran Udara Tegangan
Ekstra Tinggi (SUTET) 500 KV dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 70 KV serta
berada relatif dekat dengan Prasarana Gardu Listrik. Dengan demikian, diperlukan
pendataanlebih detail mengenaitingkat ketersediaandan persebaranpenggunaanlistrik

di Kecamatan Buahdua.

Gambar3.10. Infrastruktur Kelistrikan KecamatanBuahdua
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BerdasarkarPendataanPotensiDesaTahun2020,sebanyakl 350%eluargadi Kecamatan

Buahdua terdaftar sebagai pengguna listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).

3.2.2.3 KetersediaanSaranadan PrasaranaAir BakuKecamatanBuahdua

Sebagian besar wilayah Kecamatan Buahdua masih berupa lahan terbuka hijau. Dibagian
selatan kecamatan ini merupakan kaki gunung Tampomas sedangkan diutara, wilayah
kecamatan ini dilewati oleh Sungai Cijurey. Dengan demikian, sumber air bukan dinilai
tidak akan menjadi kendala di wilayah ini. Dengan demikian akan dilakukan pendataan
lebih lanjut mengenai prasarana air baku serta bagaimana pola pembagian air ke wilayah
pemukiman.

Gambar3.11. PotensiAir BakuKecamatanBuahdua
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3.224 KetersediaanSaranadan PrasaranaFasilitasPendidikanKecamatanBuahdua
Berdasarkan data BPS Kabupaten Sumedang Tahun 2020 yang telah diperbaharui per
tanggal 1 Agustus 2024, terdapat 27 Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Buahdua dengan
rincian 26 SD Negeri dan 1 SD Swasta. Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP),
KecamatanBuahduamemilikitotal 4 SMPdenganrincian2 SMPNegeridan2 SMPSwasta.
Sedangkan untuk Sekolah Menengah Atas (SMA), BPS Kabupaten Sumedang mencatat
Kecamatan Buahdua belum memiliki SMA. Detail mengenai jumlah dan lokasi sekolah
pada Kecamatan Buahdua dapat dilihat pada Tabel 3 dan 4.

Tabel3.17 JumlahSekolahDasar(SD)di KecamatanBuahdua

Desa/Kelurahan Negeri Swasta Jumlah

N

Sekarwangi

Cilangkap
Cibitung
Cikurubuk
Bojongloa

Nagrak

Panyindangan
Buahdua
Gendereh

Citaleus

Mekarmukti

Hariang

Karangbungur

NINIDNIDN RN WOR|NIDNDNRPRDN
NININN RN W R NN NP N W

Ciawitali
BUAHDUA

R Ol O] O O| O] O] O] O] O] O| O| O O

N
»
N
\I

Tabel3.18 JumlahSekolahMenengahPertama(SMP)di KecamatanBuahdua

Desa/Kelurahan Negeri Swasta Jumlah
Sekarwangi 0 1 1
Cilangkap 0 0 0
Cibitung 0 0 0
Cikurubuk 0 0 0
Bojongloa 0 0 0
Nagrak 1 1 2
Panyindangan 0 0 0
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Desa/Kelurahan Negeri Swasta Jumlah
Buahdua 0 0 0
Gendereh 0 0 0
Citaleus 0 0 0
Mekarmukti 0 0 0
Hariang 1 0 1
Karangbungur 0 0 0
Ciawitali 0 0 0
BUAHDUA 2 2 4

3.2.25 KetersediaanSaranadan PrasaranaFasilitasKesehatan KecamatamBuahdua
Berdasarkan data BPS Kabupaten Sumedang Tahun 2023 yang telah diperbaharui per
tanggal 21 Februari 2024, Kecamatan Buahdua memiliki masiaging satu Puskesmas
Rawat Inap dan Puskesmas NdRawat Inap; 3 Klinik Pratama; serta 55 Posyandu.
Sedangkan untuk fasilitas Rumah Sakit belum tersedia di kecamatan ini. Perbandingan
ketersediaan fasilitas kesehatan antara Kecamatan Buahdua dengan kecamatan lain di
wilayah Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel3.19 PerbandinganJumlahFasilitasKesehatandi KabupatenSumedang

Kecamatan Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
Rumah Rumah Puskesmas | Puskesmas Klinik Posyandu
Sakit Sakit Rawatlnap | NonRawat | Pratama
Umum Khusus Inap
Jatinangor 1 1 1 17 141
Cimanggung 2 14 138
Tanjungsari 1 1 10 144
Sukasari 1 54
Pamulihan 2 112
Rancakalong 1 1 71
Sumedang 2 2 13 114
Selatan
Sumedang 2 1 13 109
Utara
Ganeas 1 1 39
Situraja 1 2 53
Cisitu 1 39
Darmaraja 1 2 47
Cibugel 1 27
Wado 1 2 49
Jatinunggal 1 4 56
Jatigede 1 39
Tomo 1 1 31
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Kecamatan Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
Rumah Rumah Puskesmas | Puskesmas Klinik Posyandu
Sakit Sakit Rawatlnap | NonRawat | Pratama
Umum Khusus Inap
UjungJaya 1 1 34
Conggeang 1 56
Paseh 1 2 56
Cimalaka 1 2 88
Cisarua 1 34
Tanjungkerta 1 1 4 60
Tanjungmedar 1 1 41
Buahdua 1 1 3 55
Surian 1 26
Sumedang 3 17 18 93 1713

3.2.3 KondisiSosialDemografi KecamatanBuahdua

Kecamatan Buahdua berada di wilayah Kabupaten Sumedang menjadi salah satu
kecamatan yang mengalami laju pertumbuhan penduduk yang lambat. Berikut akan
dibahas lebih lanjut mengenai kondisi sosial demografi Kecamatan Buahdua Kabupaten
Sumedang.

3.23.1 KondisiKependudukanKecamatanBuahdua

Penduduk Kecamatan Buahdua pada tahun 2023 sebanyak 32.654 jiwa, berkurang
dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebanyak 32.941 jiwa. Hal tersebut dapat dilihat
pada tabel di bawabh ini:

Tabel3.20 JumlahPendudukberdasarkanJenisKelamin KecamatanBuahdua

Desa/Kelurahan Penduduk
LakiLaki Perempuan Jumlah
Sekarwangi 1.315 1.415 2.730
Cilangkap 1.401 1.426 2.827
Cibitung 833 853 1.686
Cikurubuk 851 1.074 1.925
Bojongloa 1.655 1.703 3.358
Nagrak 861 1.075 1.936
Panyindangan 913 902 1.815
Buahdua 1.378 1.737 3.115
Gendereh 1.038 1.038 2.076
Citaleus 1.065 1.093 2.158
Mekarmukti 918 983 1.901
Hariang 1.671 1.685 3.356
Karangbungur 960 963 1.923
Ciawaitali 924 924 1.848
Jumlah 15.783 16.871 32.654

SumberKecamatarBuahduaDalamAngka,2023
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Berdasarkan tabel di atas, Desa dengan penduduk terbanyak yaitu Desa Bojongloa
sebanyak3.358Jiwadan Desadenganjumlah penduduk paling sedikit yaitu DesaCibitung
dengan jumlah warga 1.686 Jiwa. Sedangkan untuk kepadatan penduduk Kecamatan
Buahdua terlihat pada tabel berikut:

Tabel3.21 PersentasePenduduk,KepadatanPendudukdan RasioJenisKelamin

KecamatanBuahdua
Persentase Rasio.]epis Kepadatan
Desa/Kelurahan Penduduk(%) Kelamin Penduduk(Per

Penduduk Knv)
Sekarwangi 8.36 827 92.93
Cilangkap 8.66 582 98.25
Cibitung 5.16 200 97.66
Cikurubuk 5.90 283 79.24
Bojongloa 10.28 390 97.18
Nagrak 5.93 784 80.09
Panyindangan 5.56 496 101.22
Buahdua 9.54 995 79.33
Gendereh 6.36 70 100.00
Citaleus 6.61 393 97.44
Mekarmukti 5.82 262 93.39
Hariang 10.28 872 99.17
Karangbungur 5.89 276 99.69
Ciawaitali 5.66 114 100.00

SumberKecamatarBuahduadalamangka,2023

Jumlah penduduk Kecamatan Buahdua berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin
sebagai berikut:

Tabel3.22 JumlahPendudukberdasarkanUmur dan JenisKelamin

Penduduk
Kelompok Umur
LakiLaki Perempuan Jumlah
USIA0-4 TAHUN 773 691 1464
USIA5-9 TAHUN 1142 1040 2182
USIAL1014TAHUN 1166 1176 2342
USIA1519TAHUN 949 950 1899
USIA20-24 TAHUN 1160 1164 2324
USIA2529 TAHUN 1136 1035 2171
USIA30-34 TAHUN 1126 1031 2157
USIA3539 TAHUN 1001 1050 2051
USIA40-44 TAHUN 1068 1164 2232
USIA45-49 TAHUN 969 964 1933
USIA50-54 TAHUN 1010 1159 2169
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Penduduk
Kelompok Umur
LakiH_aki Perempuan Jumlah
USIA5559 TAHUN 1092 1213 2305
USIA60-64 TAHUN 824 1153 1977
USIA65-69 TAHUN 730 997 1727
USIA70-74TAHUN 759 831 1590
USIA>75TAHUN 878 1253 2131
Total 15783 | 16871 32654

SumberKecamatarBuahduadalamangka,2023

Berdasarkan data di atas, kelompok usia dengan jumlah terbanyak yaitu di usi2420
Tahun yaitu sebanyak 2.324 Jiwa dan usia produktif cukup tinggi di Kecamatan Buahdua.

3.23.2 KondisilndeksPembangunanManusiaKecamatanBuahdua
IndeksPembangunanManusia(lPM) mengukur capaianpembangunanmanusiaberbasis
sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun
melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan
sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Pada bidang pendidikan, Kecamatan
Buahdua memiliki fasilitas pendidikan yang cukup baik.

Fasilitas pendidikan di Kecamatan Buahdua cukup baik dimana Sekolah Dasar yang

lumayan banyak yaitu 14 buah, sedangkan untuk tingkat pendidikan cukup sedikit.

3.233 KondisiPemerintahanKecamatanBuahdua

Kecamatan Buahdua termasuk wilayah dengan kondisi pemerintahan yang baik. Wilayah
Administratif untuk jumlah RT dan RW di Kecamatan Buahdua dapat dilihat pada tdbel
bawah ini:

Tabel3.23 Jumlah RWdan RTdi KecamatanBuahdua

Desa/Kelurahan RukunWarga (RW) Rukur}'lgt_elf)angga
Sekarwangi 6 29
Cilangkap 7 25
Cibitung 6 20
Cikurubuk 6 25
Bojongloa 14 32
Nagrak 6 23
Panyindangan 6 20
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Desa/Kelurahan RukunWarga (RW) Rukur};?l})angga
Buahdua 12 42
Gendereh 4 22
Citaleus 6 14
Mekarmukti 4 17
Hariang 6 22
Karangbungur 3 19
Ciawaitali 6 17
Panyindangan 6 29

SumberKecamatarBuahduadalamangka,2017

Berdasarkan data di atas, Desa dengan jumlah RT dan RW paling banyak adalah Desa
Buahdua dengan jumlah RW sebanyak 14 dan RT sebanyak 42 maka dapat bekerjasama

dengan baik.

3.2.4 KondisiPerekonomianWilayah

Kondisi perekonomian wilayah berisi mengenai gambaran potensi ekonomi wilayah
Kecamatan Buahdua, gambaran komoditas unggulan dan gambaran investasi di
Kecamatan Buahdua.

3.24.1 GambaranPotensiEkonomiWilayahKecamatanBuahdua

Kecamatan Buahdua adalah salah satu Kecamatan yang terdapat di Kabupaten
Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Luas darat Kecamatan Buahdua adalah
+8.954.784 Ha, yang terdiri dari tanah perkebunan, sawah, hutan, kolam, dan lain lain.
Adapun batas wilayah Kecamatan Buahdua vyaitu, sebelah Utara berbatasan dengan
Kabupaten Indramayu, Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cimalaka/ Tanjungkerta,
sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Congeang, dan Barat berbatasan dengan
Kecamatan Surian. Desa yang terdapat di Kecamatan Buahdua berjumlah 13 desa, di
antaranyaDesaBojongloa,Buahdua,Buahdua,Cikurubuk,Cilangkap Citaleus,Gendereh,
Hariang, Karangbungur, Mekarmukti, Nagrak, Panyindangan, dan Sekarwangi, dengan
jumlah keseluruhan 45 dusun, 84 RW, dan 265 RT. Kabupaten Sumedang merupakan
wilayah agraris yang penduduknya masih bergantung pada produksi alam. Begitu juga di
Kecamatan Buahdua yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai
petani. Pengolahan komoditas kelapa di Kecamatan Buahdua umumnya berupa

pengolahanmenjadigulakelapa.Namundemikian,pengolahantersebut masihdilakukan
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secara tradisional dan belum tersentuh teknologi. Komoditas kelapa sendiri sebenarnya
memiliki banyakpotensi untuk dikembangkanmulaidari produk hulu hinggaproduk hilir.
Dari sisi peranan sektoralnya dalam PDRB Kabupaten Sumedang, yang paling dominan
adalah kategori pertanian yang mencapai 20,35 persen yang kemudian diikuti oleh
kategori industri sebesar 18,63 persen dan kategori perdagangan sebesar 16,07 persen.
Pada tingkat kecamatan, meliputi Kecamatan Buahdua merupakan kecamatan yang
proporsi sektor pertaniannya cukup tinggi, Cibugel dan Kecamatan Ujungjaya dengan
persentase proporsinya sebesar 48,95 persen, 47,30 persen dan 44,04 persen.
Daerah Conggeang dan Buahdua memiliki potensi air panas untuk berkembang menjadi
daerah tujuan wisata. Cipanas Cileungsing merupakan objek wisata Air Panas yang
terletak di Desa Cilangkap Kecamatan Conggeang, sedangkan Cipanas Sekarwangi
terletak di Desa Sekarwangi Kecamatan Buahdua.
Potensi ekonomi Kecamatan Buahdua ditunjukan dengan banyaknya Sarana Lembaga
Keuangan Bank yang ditunjukan pada Tabel 3.4.2.1.

Tabel 3.24 BanyaknyaSaranaLembagaKeuanganBank Menurut Desa/Kelurahan

dan Jenis Bank di Kecamatan Buahdua Tahun 2022

Desa/Kelurahan | KoperasiUnit BankUmum BankPengkreditan
Desa(KUD) Swasta Rakyat(BPR)

@) (&) (€) 4

(001)Sekarwangi 0 0 0

(002) Cilangkap 0 0 0

(003) Cibitung 0 0 0

(004) Cikurubuk 0 0 0

(005) Bojongloa 0 0 0

(006)Nagrak 0 0 0

(007) Panyindangan 1 0 0

(008) Buahdua 1 1 1

(009) Gendereh 0 0 0

(010)Citaleus 0 0 0

(011)Mekarmukti 0 0 0

(012)Hariang 1 0 0

(013)Karangbubur 0 0 0

(014)Ciawitali 0 0 0
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Tabel3.25 BanyaknyaKoperasiAktif Menurut Desa/Kelurahardan JenisKoperasi

PENYUSUNARETAPOTENSINVESTASKECAMATANBUAHDUA

di KecamatanBuahduaTahun2022

Desa/Kelurahan

KoperasiUnit Desa
(KUD)

Koperasilndustri
KecildanKerajinan
Rakyat(Kopinkra)

@)

)

®)

(001)Sekarwangi

o

(002) Cilangkap

(003) Cibitung

(004) Cikurubuk

(005) Bojongloa

(006)Nagrak

(007) Panyindangan

(008) Buahdua

(009) Gendereh

(010)Citaleus

(011)Mekarmukti

(012)Hariang

(013)Karangbubur

(014)Ciawitali

OO R|IO|O|I0O|R,R|O|O|O|O|OC|O|O

O|0O|0O|0O|0O|0O|O0O|O|O|O|O|O|O

LanjutanTabel3.4.2.2

Desa/Kelurahan

KoperasiSimpan
Pinjam (Kospin)

KoperasiLainnya

@)

(4)

()

(001)Sekarwangi

o

(002) Cilangkap

(003) Cibitung

(004) Cikurubuk

(005) Bojongloa

(006)Nagrak

(007) Panyindangan

(008) Buahdua

(009) Gendereh

(010)Citaleus

(011)Mekarmukti

(012)Hariang

(013)Karangbubur

(014)Ciawitali

OO |O|O|0O|R|O|O|O|O|O|O

OO0 |0|0O|0O|0O|0O|0O|O|O|O|O|O
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Tabel3.26 BanyaknyaSaranaPerdaganganMenurut Desa/Kelurahardan Jenis

Sarana Perdagangan di Kecamatan Buahdua Tahun 2022

Desa/Kelurahan Kelompok PasarDengan PasarDenganBangunan
Pertokoan Bangunan Semi Permanen
Permanen

1) &) 3 4)
(001)Sekarwangi 0 0 0
(002) Cilangkap 1 0 0
(003) Cibitung 0 0 0
(004) Cikurubuk 0 0 0
(005) Bojongloa 0 0 0
(006)Nagrak 0 0 0
(007) 1 0 0
Panyindangan
(008) Buahdua 1 1 0
(009) Gendereh 0 0 0
(010)Citaleus 0 0 0
(011)Mekarmukti 0 0 0
(012)Hariang 0 0 1
(013)Karangbubur 0 0 0
(014)Ciawitali 0 0 0

Lanjutantabel 7.3
Desa/Kelurahan | PasarTanpa | Mini Market/Swalayan/ Restoran/Rumah
Bangunan Supermarket Makan

@) ®) (6) ()
(001)Sekarwangi 0 2 0
(002) Cilangkap 1 0 0
(003) Cibitung 0 0 0
(004) Cikurubuk 0 0 0
(005) Bojongloa 0 1 0
(006)Nagrak 0 0 0
(007) 1 0 0
Panyindangan
(008) Buahdua 0 1 7
(009) Gendereh 0 0 0
(010)Citaleus 0 0 0
(011)Mekarmukti 0 0 0
(012)Hariang 0 1 0
(013)Karangbubur 0 0 0
(014)Ciawitali 0 0 0
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3.24.2

GambaranKomoditasUnggulandi KecamatanBuahdua

Kecamatan Buahdua di Sumedang memiliki beberapa komoditas unggulan yang menjadi

andalan perekonomian daerah tersebut. Berikut adalah beberapa di antaranya:

il

Padi: Sebagai salah satu daerah pertanian, Buahdua dikenal menghasilkan padi
berkualitas baik. Tanaman ini menjadi sumber utama penghidupan bagi banyak
petani di wilayah ini.

SayuranBerbagaijenis sayuran,seperti cabai,bawang,dan sayuranhijaulainnya,
juga ditanam di Kecamatan Buahdua. Sayuran ini tidak hanya untuk konsumsi
lokal, tetapi juga dipasarkan ke daerah lainnya.

Buahbuahan: Beberapa jenis buah, seperti durian dan mangga, tumbuh subur di
daerahini. Buahbuahan tersebutmemiliki cita rasayang khasdan sering menjadi
favorit di pasar.

Perikanan: Selain pertanian, sektor perikanan juga menjadi komoditas penting.
Budidaya ikan dalam keramba dan kolam menjadi salah satu usaha yang
berkembang di kecamatan ini.

Kerajinan Tangan: Produk kerajinan lokal, seperti anyaman dan kerajinan
berbahan dasar bambu, juga menjadi komoditas unggulan. Ini mendukung

perekonomian lokal dan melestarikan budaya setempat.

Kecamatan Buahdua memanfaatkan potensi alam dan sumber daya yang ada untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dukungan dari pemerintah dan pihak terkait

juga penting untuk pengembangan komoditas unggulan ini.

3.24.3

Gambaraninvestasidi KecamatanBuahdua

Gambaran investasi di Kecamatan Buah Dua, Sumedang, mencakup beberapa aspek

penting yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Berikut adalah beberapa poin yang relevan:

1) SektorPertanian

Investasi dalam Pertanian: Banyak petani yang berinvestasi dalam alat pertanian

modern, pupuk organik, dan teknologi irigasi untuk meningkatkan hasil produksi.

Koperasi Pertanian: Pembentukan koperasi yang membantu petani dalam

memperoleh modal dan akses pasar.
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2)

3)

4)

5)

6)

Perikanan

Budidayalkan: Investasidalamkolamikan dan kerambadapat meningkatkanhasil
perikanan lokal. Beberapa pelaku usaha juga mulai menggunakan teknologi
budidaya yang lebih efisien.

Industri Kecildan Menengah

Kerajinan dan Produk Olahan: Banyak usaha kecil yang berinvestasi dalam
pengolahan produk lokal, seperti makanan olahan dan kerajinan tangan, untuk
meningkatkan nilai jual. Pengembangan Pasar Lokal: Usaha untuk memperluas
akses pasar bagi produk lokal melalui pameran dan promosi.

Infrastruktur

Perbaikan Jalan dan Transportasi: Investasi pada infrastruktur jalan untuk
mempermudah akses ke pasar dan distribusi produk. Fasiltas Umum:
Pembangunan fasilitas umum seperti pasar dan tempat penyimpanan untuk
mendukung kegiatan ekonomi.

DukunganPemerintah

Program Pemberdayaan Ekonomi: Pemerintah daerah sering mengadakan
program pelatihan dan pemberian modal bagi pelaku usaha. Insentif bagi
Investor: Kebijakan yang mendukung investasi, seperti pengurangan pajak atau
kemudahan perizinan.

PotensiPariwisata

Investasi di Sektor Pariwisata: Pengembangan objek wisata dan homestay dapat
menarik wisatawan dan mendukung ekonomi lokal. Dengan berbagai potensi
investasi iniKecamatan Buahdua memilikieluanguntuk berkembang lebih jauh

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
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Pengembangan kegiatan penanaman modal dibangun dalam perspektif pengembangan

daya saing daerah. Daya saing daerah merupakan kemampuan daerah pada bidang
ekononomi untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan (Pakdeenurit,
member, & Rattanawong,2017) Olehkarenaitu, pengembangankawasanyangditujukan
untuk kegiatan penanaman modal bertujuan untuk meningkatkan daya saing daerah.
Salah satu pertimbangan investor untuk berinvestasi diantaranya ketersediaan ruang
wilayah atau faktor fisik dengan indikator aman dari bencana, berada pada lahan yang
mudahuntuk dikerjakandengankemiringanlereng cenderungdatar (0-15%Xketersediaan
sumber air baku dan penggunaan lahan yamgixeduseatau multifungsi untuk efisiensi
dan menarik investasiProperti mixeduse landuseenderung lebih menarik bagi investor
karena menawarkan diversifikasi risiko yang lebih baik dengan adanya berbagai sumber
pendapatan dari residensial, komersial dan hiburan (Urban Land Institute, 2020).
Analisispotensifisik menilaipotensiberdasarkanindikator-indikator tersebut. Kondisifisik
wilayahyangsesuai(Taufiqurrahman,2015entunya semakinmendukunguntuk investor
dalamberinvestasi.Setiapindikator padavariabelpotensifisik wilayah,sepertikerawanan
bencana, tata guna lahan, kemiringan lereng, dan hidrologi memiliki skor atau nilai 1, 2,
dan 3 untuk menginterpretasikanpotensinya. Semakinmendukungkondisifisik yangada,
maka nilai potensi fisik semakin besar, yaitu bernilai 3. Akan tetapi, untuk indikator
kerawanan bencana, ketika semakin tinggi tingkat kerawanan bencana di suatu wilayah
desa, maka semakin kecil nilainya, yaitu bernilai 1 dan sebaliknya, karena kerawanan
bencana merupakan masalah. Berikut merupakan penilaian atau skor terhadap indikator
potensi fisik wilayah yang digunakan sebagai pertimbangan dalam berinvestasi.

Tabel4.1 SkorlIndikator FisikPertimbanganInvestasiKecamatanBuahdua

Klasifikasi Skor Keterangan
. Tinggi 3 | KemiringanLereng0-15%
Kemiringanl.ereng Sedang 2 | KemiringanLerengl1525%
Rendah 1 | KemiringanLereng2540%dan>40%
Klasifikasi Skor Keterangan
Tinggi 3 | Persentasamixeduselandusetinggi
TataGunal.ahan Sedang 2 | Persentasemixeduselandusesedang
Rendah 1 | Persentasemixeduselanduserendah
. . Klasifikasi Skor Keterangan
Hidrologi —— - —
Tinggi 3 | Sumberdayaair sungaitinggi
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Sedang 2 | Sumberdayaair sungaisedang
Tidakterdapat sumberdayaair sungaidan
Rendah 1 daerah air Ipangka ’ °
Klasifikasi Skor Keterangan
Rendah 3 | Kejadianbencanatidak pernahterjadi
RawanBencana Sedang 2 | Kejadianbencanapernahterjadi setidaknyalkali
Tinggi 1 | Kejadianbencanaterjadi>1kali

Sumber:Taufigurahmaret al, 2015denganmodifikasi

4.1.1 AnalisisKkemiringanLereng

Kecamatan Buahdua memiliki kemiringan lereng yang beragam. Bagian wilayah wara
tengah memiliki kelerengancenderungdatar dan landaidenganpersentasesekitar 8-15%.
Desadesa di wilayah utara dan tengah dengan kelerengan cenderung datai8f@) dan

landai (815%) diantaranya Ciawitali, Gendereh, Karangbungur, Panyindangan, Hariang,
Mekarmukti, Citaleus, Buahdua, dan Nagrak.

Desa Ciawitali memiliki kemiringan datar @%) sebesar 912,79 Ha, kemiringan landai (8
15%) sebesar 881,75 Ha, kemiringan agak curar@5%f sebesar 249,84 Ha, kemiringan
curam (2545%) sebesar 31,05 Ha, dan kemiringan sangat curam (>45%) sebesar 1,06 Ha.
Kemiringan datar dan cenderung landai di Desa Ciawitali memiliki luasan paling besar,
yaitu 1.794,54 Ha atau sekitar 86,42%. Sedangkan kemiringan agak curam sekitar 12,03%
atau sebesar 249,84 Ha serta kemiringan curam dan sangat curam sekitar 1,55% atau
sebesar 32,11 Ha. Tabel 4.2 berikut merupakan tabel skor atau penilaian terhadap
kemiringan lereng yang ada di Desa Ciawitali.

Tabel4.2  SkorPenilaianKemiringan Lereng DesaCiawitali

NamaDesa KemiringanLereng Luas(Ha) Skor Keterangan
KemiringanLereng0-15% 1.794,54| 3 Tinggi
Ciawitali KemiringanLereng1525% 249,84 | 2 Rendah
KemiringanLereng25-<40% 32,11 1 Sedang

SumberHasilPengolaharData,2024

DesaGenderehmemilikikemiringandatar (0-8%)sebesar918,82Ha, kemiringanlandai (8-
15%3%ebesar1171,64a, kemiringan agak curam (1525%¥yebesar481,57Ha, kemiringan

curam (2545%) sebesar 40,27 Ha, dan kemiringan sangat curam (>45%) sebesar 3,44 Ha.
Kemiringan datar dan cenderung landai di Desa Gendereh memiliki luasan paling besar,

yaitu 2.090,46 Ha atau sekitar 79,92%Sedangkankemiringan agak curam sekitar 18,41%
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atau sebesar481,57Ha serta kemiringan curam dan sangat curam sekitar 1,67%atau
sebesar 43,72 Ha.

Tabel4.3 PenilaianKemiringanLerengDesaGendereh

NamaDesa KemiringanLereng Luas(Ha) Skor Keterangan
KemiringanLereng0-15% 2.090,46 | 3 Tinggi
Gendereh KemiringanLereng1525% 481,57| 2 Rendah
KemiringanLereng25-<40% 43,72| 1 Sedang

SumberHasilPengolahabata,2024

Desa Karangbungur memiliki kemiringan datar %) sebesar 345,16 Ha, kemiringan
landai (815%) sebesar 252,09 Ha, kemiringan agak curar%%5 sebesar 93,19 Ha,
kemiringancuram(2545%3%ebesar28,03Ha,dankemiringansangatcuram(>45%3ebesar

2,70 Ha. Kemiringan datar dan cenderung landai di Desa Karangbungur memiliki luasan
paling besar, yaitu 597,24 Ha atau sekitar 82,82%. Sedangkan kemiringan agak curam
sekitar 12,92% atau sebesar 93,19 Ha serta kemiringan curam dan sangat curam sekitar
4,26% atau sebesar 30,73 Ha.

Tabel4.4 PenilaianKemiringan Lereng DesaKarangbungur

NamaDesa KemiringanLereng Luas(Ha) Skor Keterangan
KemiringanLereng0-15% 597,24| 3 Tinggi
Karangbungur KemiringanLereng1525% 93,19| 2 Rendah
KemiringanLereng25-<40% 30,73| 1 Sedang

SumberHasilPengolaharbata,2024

DesaPanyindangarmemilikikemiringandatar (0-8%)sebesarl16,9Ha,kemiringanlandai
(8-15%%ebesarl52,1Ha, kemiringanagak curam (1525%¥ebesar96,66 Ha, kemiringan

curam (2545%) sebesar 12,55 Ha, dan kemiringan sangat curam (>45%) sebesar 0,03 Ha.
Kemiringan datar dan cenderung landai di Desa Panyindangan memiliki luasan paling
besar, yaitu 269,02 Ha atau sekitar 71,12%. Sedangkan kemiringan agak curam sekitar
25,55%tau sebesar96,66 Hasertakemiringancuramdan sangatcuramsekitar 3,23%tau
sebesar 12,58 Ha.

Tabel4.5 PenilaianKemiringanLerengDesaPanyindangan

NamabDesa KemiringanLereng Luas(Ha) Skor Keterangan
KemiringanLereng0-15% 269,02| 3 Tinggi
Panyindangan KemiringanLereng1525% 96,66 | 2 Rendah
KemiringanLereng?25-<40% 12,58| 1 Sedang

SumberHasilPengolaharbData,2024
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Desa Hariang memiliki kemiringan datar %) sebesar 120,54 Ha, kemiringan landai (8
15%}¥ebesar124,65Ha, kemiringan agak curam (1525%)sebesar97,13Ha, kemiringan

curam (2545%) sebesar 36,21 Ha, dan kemiringan sangat curam (>45%) sebesar 0,69 Ha.
Kemiringandatar dancenderunglandaidi DesaHariangmemilikiluasanpalingbesar,yaitu

245,19 Ha atau sekitar 64,66%. Sedangkan kemiringan agak curam sekitar 25,61% atau
sebesar 97,13 Ha serta kemiringan curam dan sangat curam sekitar 9,73% atau sebesar
36,90 Ha.

Tabel4.6 PenilaianKemiringanLerengDesaHariang

NamaDesa KemiringanLereng Luas(Ha) Skor Keterangan
KemiringanLereng0-15% 24519| 3 Tinggi
Hariang KemiringanLereng1525% 97,13| 2 Rendah
KemiringanLereng25-<40% 36,90 | 1 Sedang

SumberHasilPengolaharData,2024

Desa Mekarmukti memiliki kemiringan datar 8%) sebesar 149,85 Ha, kemiringan landai
(8-15%%ebesarl68,39Ha, kemiringan agak curam (1525%¥ebesar93,11Ha, kemiringan

curam (2545%) sebesar 15,82 Ha, dan kemiringan sangat curam (>45%) sebesar 0,05 Ha.
Kemiringandatar dan cenderunglandaidi DesaMekarmukti memilikiluasanpaling besar,

yaitu 318,24Haatau sekitar 74,50%Sedangkarkemiringanagakcuramsekitar 16,2 3%tau
sebesar 93,11 Ha serta kemiringan curam dan sangat curam sekitar 0,60% atau sebesar
15,87 Ha.

Tabel4.7 PenilaianKemiringanLerengDesaMekarmukti

NamaDesa KemiringanLereng Luas(Ha) Skor Keterangan
KemiringanLereng0-15% 318,24| 3 Tinggi
Mekarmukti KemiringanLereng1525% 93,11 2 Rendah
KemiringanLereng25-<40% 15,87| 1 Sedang

SumberHasilPengolaharData,2024

Desa Citaleus memiliki kemiringan datar-8%) sebesar 164,67 Ha, kemiringan landai (8
15%%ebesar258,15Ha, kemiringan agak curam (1525%)xebesar136,59Ha, kemiringan

curam (2545%) sebesar 10,60 Ha, dan kemiringan sangat curam (>45%) sebesar 0,02 Ha.
Kemiringandatar dancenderunglandaidi DesaCitaleusmemilikiluasanpalingbesar,yaitu

422,83 Ha atau sekitar 74,17%. Sedangkan kemiringan agak curam sekitar 23,96% atau
sebesar 136,59 Ha serta kemiringan curam dan sangat curam sekitar 1,86% atau sebesar

10,63 Ha.
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Tabel4.8 PenilaianKemiringan LerengDesaCitaleus

NamaDesa KemiringanLereng Luas(Ha) Skor Keterangan
KemiringanLereng0-15% 422,83| 3 Tinggi
Citaleus KemiringanLereng1525% 136,59| 2 Rendah
KemiringanLereng25-<40% 10,63| 1 Sedang

SumberHasilPengolaharData,2024

Desa Buahdua memiliki kemiringan datar-8%) sebesar 152,89 Ha, kemiringan landai (8
15%3ebesarl29,94Ha, kemiringanagakcuram (1525%3%ebesar49,18Ha,dan kemiringan

curam (2545%¥kebesars,74Ha. Kemiringandatar dan cenderunglandaidi Desa Buahdua
memiliki luasan paling besar, yaitu 282,82 Ha atau sekitar 83,74%. Sedangkan kemiringan
agak curam sekitar 14,56% atau sebesar 49,18 Ha serta kemiringan curam dan sangat
curam sekitar 1,70% atau sebesar 5,74 Ha.

Tabel4.9 PenilaianKemiringan Lereng DesaBuahdua

NamaDesa KemiringanlLereng Luas(Ha) Skor Keterangan
KemiringanLereng0-15% 282,82 3 Tinggi
Buahdua KemiringanLereng1525% 49,18 2 Rendah
KemiringanLereng25 <40% 574| 1 Sedang

SumberHasilPengolaharData,2024

DesaNagrakmemilikikemiringandatar (0-8%)ebesarl31,4Ha,kemiringanlandai(8-15%)
sebesar78,52Ha, kemiringanagakcuram(1525%3%ebesar39,33Ha,dankemiringancuram
(2545%}¥pebesar6,46 Ha.Kemiringandatar dan cenderunglandaidi DesaNagrakmemiliki

luasan paling besar, yaitu 209,99 Ha atau sekitar 82,09%. Sedangkan kemiringan agak
curam sekitar 15,37% atau sebesar 39,32 Ha serta kemiringan curam dan sangat curam
sekitar 2,53% atau sebesar 6,47 Ha.

Tabel4.10 PenilaianKemiringanLereng DesaNagrak

NamaDesa KemiringanLereng Luas(Ha) Skor Keterangan
KemiringanLereng0-15% 209,99 | 3 Tinggi
Nagrak KemiringanLereng1525% 39,32 2 Rendah
KemiringanLereng?25-<40% 6,471 Sedang

SumberHasilPengolaharData,2024

Sedangkarbagianwilayahselatancenderungmemilikikelerenganagakcuramdan sedikit
sangat curam. Kelerengan agak curam memiliki persentase2%% dan curam memiliki

persentase sekitar 2545%.Sedangkankelerengan sangat curam memiliki persentase
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sekitar lebih dari 45%. Desi®sa di bagian selatan yang memiliki kelerengan agak curam

dan curamdiantaranya Desa Cikurubuk, Bojongloa, Cilangkap, Sekarwangi, dan Cibitung.
DesaCikurubukmemilikikemiringandatar (0-8%)sebesarl65,4Ma,kemiringanlandai(8-
15%%¥ebesar254,27Ha, kemiringan agak curam (1525%¥ebesar196,33Ha, kemiringan

curam (2545%) sebesar 101,56 Ha, dan kemiringan sangat curam (>45%) sebesar 7,73 Ha.
Kemiringan datar dan cenderung landai di Desa Cikurubuk memiliki luasan paling besar,
yaitu 419,74Haatau sekitar 57,87%Sedangkarkemiringanagakcuramsekitar27,07%tau

sebesar 196,33 Ha serta kemiringan curam dan sangat curam sekitar 15,07% atau sebesar
109,30 Ha.

Tabel4.11 PenilaianKemiringan Lereng DesaCikurubuk

NamaDesa KemiringanLereng Luas(Ha) Skor Keterangan
KemiringanLereng0-15% 419,74| 3 Tinggi
Cikurubuk KemiringanLereng1525% 196,33| 2 Rendah
KemiringanLereng25- <40% 109,30| 1 Sedang

SumberHasilPengolaharData,2024

DesaCilangkapmemiliki kemiringandatar (0-8%)sebesar130,24Ha, kemiringan landai8-
15%3%ebesar134,83Ha, kemiringan agak curam (1525%sebesar120,36Ha, kemiringan

curam (2545%) sebesar 96,21 Ha, dan kemiringan sangat curam (>45%) sebesar 21,75 Ha.
Kemiringan datar dan cenderung landai di Desa Cilangkap memiliki luasan paling besar,
yaitu 265,07Haatau sekitar 52,66%Sedangkarkemiringanagakcuramsekitar 23,9 1%tau

sebesar 120,36 Ha serta kemiringan curam dan sangat curam sekitar 23,43% atau sebesar
117,96 Ha.

Tabel4.12 PenilaianKemiringan Lereng DesaCilangkap

NamaDesa KemiringanLereng Luas(Ha) Skor Keterangan
KemiringanLereng0-15% 265,07| 3 Tinggi
Cilangkap KemiringanLereng1525% 120,36| 2 Rendah
KemiringanLereng?25-<40% 117,96 1 Sedang

SumberHasilPengolaharData,2024

DesaBojongloamemilikikemiringandatar (0-8%)sebesarl05,78Ha, kemiringanlandai(8-
15%3%ebesar198,68Ha, kemiringan agak curam (1525%¥kebesar159,18Ha, kemiringan
curam(2545%3¥ebesar80,833Ha,dan kemiringansangatcuram(>45%%¥ebesarl6,09Ha.
Kemiringan datar dan cenderung landai di Desa Bojongloa memiliki luasan paling besar,

yaitu 304,5 Ha atau sekitar 54%.Sedangkankemiringan agak curam sekitar 28%atau
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Ha.
Tabel4.13 PenilaianKemiringan Lereng DesaBojongloa
NamaDesa KemiringanLereng Luas(Ha) Skor Keterangan
KemiringanLereng0-15% 304,5| 3 Tinggi
Bojongloa KemiringanLereng1525% 159,2| 2 Rendah
KemiringanLereng25-<40% 96,9 | 1 Sedang

SumberHasilPengolahabata,2024

Desa Sekarwangi memiliki kemiringan datar-8%) sebesar 129,91 Ha, kemiringan landai
(8-15%%ebesar118,3Ha, kemiringanagak curam (1525%¥yebesar72,03Ha, kemiringan

curam (2545%) sebesar 41,01 Ha, dan kemiringan sangat curam (>45%) sebesar 1,44 Ha.
Kemiringandatar dan cenderung landai dbesa Sekarwangi memiliki luasan paling besatr,
yaitu 248,25Haatau sekitar 68,44%Sedangkarkemiringanagakcuramsekitar 19,86%tau
sebesar 72,03 Ha serta kemiringan curam dan sangat curam sekitar 11,70% atau sebesar
42,46 Ha.

Tabel4.14 PenilaianKemiringan Lereng DesaSekarwangi

NamaDesa KemiringanlLereng Luas(Ha) Skor Keterangan
KemiringanLereng0-15% 248,25| 3 Tinggi
Sekarwangi KemiringanLereng1525% 72,03| 2 Rendah
KemiringanLereng25-<40% 42,46 | 1 Sedang

SumberHasilPengolaharData,2024

Berbeda dengan desa lainnya di Wilayah Selatan Kecamatan Buahdua, Desa Cibitung
memiliki kemiringan datar (88%) sebesar 119,72 Ha, kemiringan land&i5®) sebesar
120,84Ha, kemiringanagak curam(1525%¥ebesar225,95Ha, kemiringancuram (2545%)
sebesar 313,44 Ha, dan kemiringan sangat curam (>45%) sebesar 95,90 Ha. Kemiringan
curam dan sangat curam di Desa Cibitung memiliki luasan paling besar, yaitu 409,35 Ha
atau sekitar46,74%Sedangkarkemiringanagakcuramsekitar25,80%tau sebesar225,95

Ha serta kemiringan landai sekitar 27,47% atau sebesar 240,56 Ha.

Tabel4.15 PenilaianKemiringan Lereng DesaCibitung

NamaDesa KemiringanLereng Luas(Ha) Skor Keterangan
KemiringanLereng0-15% 240,56 | 3 Tinggi
Cibitung KemiringanLereng1525% 225,95| 2 Rendah
KemiringanLereng25-<40% 409,35| 1 Sedang
SumberHasilPengolaharData,2024
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